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ABSTRAK 
 
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi 
Temuan Pemeriksaan BPK di Lingkungan Kementerian Keuangan 
 
Factors Affecting the Completion of Audit Recommendation’s Follow-Up of 
BPK’s Examination on Ministry of Finance 
 
Bustanul Arifin 
Mushar Mustafa 
Nurleni 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi 
penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK oleh 
Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan data primer berupa 
kuesioner yang dibagikan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kegiatan pemantauan Inspektorat 
Jenderal Kementerian Keuangan secara parsial berpengaruh positif terhadap 
penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK oleh 
Kementerian Keuangan, sedangkan variabel penilaian kinerja dan kualitas 
rekomendasi pemeriksaan BPK tidak berpengaruh. Adapun variabel kegiatan 
pemantauan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, penilaian kinerja, dan 
kualitas rekomendasi pemeriksaan BPK secara simultan berpengaruh positif 
terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK oleh 
Kementerian Keuangan. 
Kata kunci: pemantauan, rekomendasi, tindak lanjut, pemeriksaan. 
This study aims to analyze factors affecting the completion of BPK’s audit 
recommendation’s follow-up on Ministry of Finance. The research used primary 
data through a questionnaires distributed at Inspectorate General of Ministry of 
Finance. The results of this study indicate that variables of monitoring activity of 
Inspectorate General partially have positive impact on completion of BPK’s audit 
recommendation’s follow-up on Ministry of Finance, while the variable performance 
measurement and the variable recommendation’s quality of BPK’s examination 
don’t have impact. As for the variables monitoring activity of Inspectorate General, 
performance measurement and recommendation’s quality of BPK’s examination 
simultaneously have positive impact on the completion of BPK’s audit 
recommendation’s follow-up on Ministry of Finance. 
Keyword: monitoring, recommendation, follow-up, examination. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Reformasi Keuangan di Indonesia ditandai dengan kelahiran paket Undang 
Undang (UU) Keuangan Negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara. Reformasi tersebut telah menghasilkan berbagai perbaikan dalam sistem, 
prosedur dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Siklus 
pengelolaan keuangan negara tidak terlepas dengan fungsi-fungsi manajemen 
yang dikenal selama ini. Fungsi manajemen tersebut diwujudkan dalam siklus 
pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari: perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan anggaran/perbendaharaan, akuntansi, pemeriksaan dan 
pertanggungjawaban.  
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengatur pemeriksaan keuangan negara 
dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan keuangan 
negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan 
pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh 
unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kegiatan pemeriksaan yang 
dilakukan oleh BPK, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan 
pemeriksaan dengan tujuan tertentu, akan menghasilkan temuan dan 
rekomendasi. 
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Pengertian rekomendasi, berdasarkan Peraturan BPK No. 2 Tahun 2010, 
adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan 
kepada orang dan/atau badan berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau 
perbaikan yang selanjutnya harus ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa. 
Tanggung jawab entitas yang diperiksa setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 
BPK diterima sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 
tahun 2007 adalah menindaklanjuti rekomendasi BPK, serta menciptakan suatu 
proses untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi yang dimaksud. 
Akan tetapi, dalam melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan 
BPK tersebut, terdapat kendala-kendala yang dialami oleh entitas yang diperiksa 
sehingga masih banyak rekomendasi yang belum ataupun masih dalam tahap 
ditindaklanjuti untuk temuan-temuan pemeriksaan BPK lima tahun ke belakang. 
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) merupakan 
unit eselon I di Kementerian Keuangan yang memiliki peran sebagai pengawas 
internal Kementerian. Berdasarkan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234 
Tahun 2015, salah satu tugas Itjen Kemenkeu adalah pemantauan tindak lanjut 
hasil pemeriksaan auditor eksternal terhadap unsur Kementerian Keuangan. 
Dalam hal ini, Itjen Kemenkeu berperan sebagai koordinator dan penghubung BPK 
dengan Kementerian Keuangan dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan 
BPK. Oleh karena itu, itjen Kemenkeu berhak menanyakan tindak lanjut hasil 
pemeriksaan BPK kepada pimpinan instansi di lingkungan Kementerian Keuangan 
sesuai dengan kewenangannya. Dalam rangka kegiatan tindak lanjut tersebut 
maka Itjen Kemenkeu melakukan pemantauan untuk mendorong unit Eselon I di 
lingkungan Kementerian Keuangan untuk segera menindaklanjuti temuan dan 
rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Kurang efektifnya pemantauan yang 
dilaksanakan oleh itjen dapat berakibat terhambatnya penyelesaian tindak lanjut 
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rekomendasi temuan BPK. Ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Ashari 
Ramadhan Hairil dalam skripsinya pada tahun 2013 yang berjudul “Analisis Kinerja 
Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo” dengan subjek penelitian Inspektorat 
Kabupaten Wajo. Hasil penelitian menemukan bahwa pemantauan tindak lanjut 
hasil pemeriksaan BPK oleh Inspektorat Kabupaten Wajo belum efektif dan efisien. 
Hal ini dikarenakan keterlambatan Pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil 
pemeriksaan BPK dan pelaksanaan kegiatan pemantauan terhadap Tindak Lanjut 
yang tidak sesuai dengan mekanisme pemantauan Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan (TLHP) BPK yang ditetapkan oleh pemerintah dalam berbagai 
peraturan. 
Penelitian lain menunjukkan bahwa penyelesaian tindak lanjut temuan 
audit yang dimasukkan sebagai unsur penilaian kinerja dapat mendorong temuan 
audit dapat diselesaikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hartono 
(2006) dengan judul “Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit Sebagai 
unsur penilaian kinerja  Manajemen kantor cabang (Studi Kasus Pada Bank BTN)” 
yang membandingkan realisasi penyelesaian temuan audit antara sebelum 
dengan sesudah diterapkan sebagai unsur penilaian kinerja, hasil penelitian 
menunjukkan penyelesaian tindak lanjut temuan audit yang dimasukkan sebagai 
unsur penilaian kinerja dapat mendorong temuan audit dapat diselesaikan serta 
diketahui bahwa responden mendukung faktor penyelesaian temuan audit 
dan/atau aspek non finansial dimasukkan sebagai unsur penilaian kinerja. 
 Selain itu, dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 
disebutkan bahwa rekomendasi harus membangun dan mendorong perbaikan 
pelaksanaan program entitas yang diperiksa. Suatu rekomendasi akan bersifat 
sangat konstruktif/membangun apabila: (1) diarahkan untuk menyelesaikan 
masalah yang ditemukan; (2) berorientasi pada tindakan nyata dan spesifik; (3) 
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ditujukan kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk bertindak; (4) dapat 
dilaksanakan;  dan  (5)  apabila dilaksanakan, biayanya memadai. Rekomendasi 
konstruktif/membangun tersebut diharapkan dapat memudahkan unit yang 
diperiksa untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK. 
Jumlah pemantauan hasil tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK 
pada Kementerian Keuangan periode tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada Tabel 
1.1 di bawah ini: 
Tabel 1.1 Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil 
Pemeriksaan Kementerian Keuangan Tahun 2010 - 2014 
No. Periode Temuan Rekomendasi 
Status Tindak Lanjut 
Sesuai 
Rekomendasi 
Belum 
Sesuai 
dan 
Dalam 
Proses 
Belum 
Ditindak 
Lanjuti 
1. 2010 563 1.077 857 138 82 
2. 2011 513 1.264 546 183 635 
3. 2012 351 672 305 149 218 
4. 2013 176 395 143 219 33 
5. 2014 156 380 10 77 293 
Jumlah 1.758 3.788 1.861 666 1.261 
Sumber : IHPS I Tahun 2014 BPK (diolah) 
Data pemantauan hasil tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di atas 
menunjukkan masih terdapat rekomendasi BPK pada periode tahun 2010-2014 
yang masih belum selesai ditindaklanjuti oleh unit eselon I di lingkungan 
Kementerian Keuangan.  
Berdasarkan uraian dan fakta di atas maka peneliti bermaksud melakukan 
penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penyelesaian tindak lanjut 
rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di lingkungan Kementerian Keuangan. 
Penelitian ini kemudian dirumuskan ke dalam sebuah judul “Faktor-Faktor yang 
Memengaruhi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan 
Pemeriksaan BPK di Lingkungan Kementerian Keuangan”.  
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1.2 Rumusan Masalah 
 Masalah yang diteliti dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut. 
1. Apakah kegiatan pemantauan Inspektorat Jenderal kementerian Keuangan  
berpengaruh terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan 
pemeriksaan BPK oleh Kementerian Keuangan? 
2. Apakah penilaian kinerja berpengaruh terhadap penyelesaian tindak lanjut 
rekomendasi temuan pemeriksaan BPK oleh Kementerian Keuangan? 
3. Apakah kualitas rekomendasi pemeriksaan BPK berpengaruh terhadap 
penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK oleh 
Kementerian Keuangan? 
4. Apakah kegiatan pemantauan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, 
penilaian kinerja, dan kualitas rekomendasi pemeriksaan BPK secara simultan 
berpengaruh terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan 
pemeriksaan BPK oleh Kementerian Keuangan? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan 
sebagai berikut. 
1. Pengaruh kegiatan pemantauan Inspektorat Jenderal kementerian Keuangan  
terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK 
oleh Kementerian Keuangan. 
2. Pengaruh penilaian kinerja terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi 
temuan pemeriksaan BPK oleh Kementerian Keuangan. 
3. Pengaruh kualitas rekomendasi pemeriksaan BPK terhadap penyelesaian 
tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK oleh Kementerian 
Keuangan. 
6 
 
 
  
4. Pengaruh kegiatan pemantauan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, 
penilaian kinerja, dan kualitas rekomendasi pemeriksaan BPK secara simultan 
terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK 
oleh Kementerian Keuangan. 
1.4 Kegunaan Penelitian 
        Penelitian ini dapat memberikan kegunaan baik secara teoretis maupun 
secara praktis. Kegunaan teoretis dan kegunaan praktis yang dimaksud adalah 
sebagai berikut. 
1.4.1 Kegunaan Teoretis 
        Memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi 
penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK di lingkungan 
Kementerian Keuangan.  
1.4.2 Kegunaan Praktis 
1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti 
terutama di bidang audit internal. 
2. Bagi Universitas, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi 
perpustakaan, serta dijadikan sebagai bahan perbandingan penelitian bagi 
peneliti yang  memiliki objek penelitian yang sama. 
3. Bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, penelitian ini dapat menjadi 
bahan evaluasi bagi pejabat/pegawai terkait untuk menilai sejauh mana 
pengaruh kegiatan pemantauan yang selama ini dilakukan terhadap 
penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK. 
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1.5 Sistematika Penulisan 
Penelitian ini terdiri atas lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai 
berikut: 
BAB I merupakan bab pendahuluan yang meliputi subbab latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan 
sistematika penulisan. 
BAB II merupakan bab tinjauan pustaka yang meliputi subbab landasan teori, 
kerangka penelitian, dan hipotesis.  
BAB III merupakan bab metode penelitian yang terdiri atas subbab rancangan 
penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian dan 
definisi operasional, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 
BAB IV merupakan hasil penelitian yang meliputi pembahasannya secara 
kronologis dan sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta 
tujuan penelitian. 
BAB V merupakan bab penutup yang meliputi sub bab simpulan, saran, dan 
keterbatasan penelitian. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Teori Atribusi 
Teori atribusi pertama kali dikembangkan oleh Fritz Heider pada tahun 
1958 dalam tulisannya yang berjudul “Psychology of Interpersonal relations”. 
Atribusi berarti upaya untuk memahami penyebab dibalik perilaku orang lain, dan 
dalam beberapa kasus juga penyebab dibalik perilaku kita sendiri. 
Robbins (2013:168) menyebutkan bahwa, “attribution theory tries to explain the 
ways in which we judge people differently, depending on the meaning we attribute 
to given behavior”. Teori atribusi mencoba menjelaskan cara kita menilai 
seseorang secara berbeda, tergantung pada maksud dari tindakan yang diberikan.  
Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku 
seseorang. Apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor disposisional (faktor 
dalam/internal), misalnya sifat, karakter, sikap dan sebagainya, ataukah 
disebabkan oleh keadaan ekternal, misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu 
yang memaksa seseorang melakukan perbuatan tertentu (Luthans, 2005:174). 
Dalam hidupnya, seseorang akan membentuk ide tentang orang lain dan 
situasi disekitarnya yang menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi sosial 
yang disebut dengan dispositional atributions dan situational attributions (Luthans, 
2005:173). Dispositional attributions atau penyebab internal yang mengacu pada 
aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang seperti kepribadian, 
persepsi diri, kemampuan, motivasi. Sedangkan situational attributions atau 
penyebab eksternal yang mengacu pada lingkungan sekitar yang dapat 
9 
 
 
 
memengaruhi perilaku, seperti kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan pandangan 
masyarakat. 
Wibowo (2013:2) mengemukakan “perilaku organisasi pada hakikatnya 
merupakan bidang studi lintas disiplin yang mempelajari tentang bagaimana 
memperbaiki sikap dan perilaku individu dan kelompok dalam organisasi sehingga 
dapat memberikan kontribusi secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi”. 
Perilaku organisasi tidak dapat dilepaskan oleh aspek individu sehingga perilaku 
dari individu dapat mempengaruhi kinerja organisasi dalam upaya pencapaian 
tujuannya.  
Teori atribusi dapat menjelaskan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi 
penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK yang terdiri dari 
faktor internal dan faktor eksternal. Penelitian ini mengambil faktor kegiatan 
pemantauan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan penilaian kinerja 
sebagai faktor internal yang memengaruhi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi 
temuan pemeriksaan BPK, sedangkan faktor eksternalnya adalah faktor kualitas 
rekomendasi temuan pemeriksaan BPK. 
2.1.2 Pemeriksaaan Pengelolaan Keuangan Negara oleh BPK 
“Pemeriksaan (audit) pada organisasi sektor publik didefinisikan sebagai 
suatu proses sistematik yang secara objektif untuk melakukan pengujian 
keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 
organisasi sektor publik. Objek audit sektor publik meliputi keseluruhan organisasi 
di sektor publik dan/atau kegiatan yang dikelola oleh organisasi sektor publik 
tersebut dalam rangka mencapai tujuannya (Bastian, 2014:4).” 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga tinggi negara 
yang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan keuangan negara secara luas. 
Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Untuk 
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memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan 
satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.”   
BPK dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (PERPU) No. 7 Tahun 1963 tentang BPK. Kemudian PERPU ini 
diundangkan ke dalam UU No. 17 Tahun 1965 tentang penetapan PERPU No. 7 
Tahun 1963 tentang BPK. Kemudian dasar hukum BPK tersebut diperbaharui 
melalui UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK. UU ini merupakan amanat dari UUD 
NRI 1945 yang telah diamandemen, terkait Badan Pemeriksa Keuangan. Sebagai 
lembaga tinggi negara yang ditujukan untuk melakukan pengawasan keuangan 
negara, BPK mempunyai tugas dan wewenang yang sangat luas.  
2.1.3 Temuan dan Rekomendasi Pemeriksaan BPK 
“Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atau lembaga 
pemeriksa independen lainnya disusun dan disajikan dalam laporan hasil 
pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan 
keuangan akan menghasilkan opini, pemeriksaan kinerja menghasilkan temuan, 
kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu 
menghasilkan kesimpulan. Dalam hal pemeriksaan keuangan, Laporan Hasil 
Pemeriksaan BPK digunakan oleh pemerintah untuk melakukan koreksi dan 
penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa 
memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD. Pemerintah 
diberi kesempatan untuk menanggapi temuan dan kesimpulan yang dikemukakan 
dalam laporan hasil pemeriksaan (Bastian, 2014:14).” 
“Temuan pemeriksaan adalah hal-hal yang berkaitan dengan pernyataan 
tentang fakta. Berbagai temuan yang diperlukan untuk mendukung atau 
menghindari kesalahan pengertian tentang kesimpulan dan rekomendasi yang 
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dibuat oleh pemeriksa harus dicantumkan dalam laporan pemerikaan (Tugiman, 
1997:72).” 
Menurut Bastian (2014:316), “bentuk temuan merupakan kertas kerja 
auditor yang paling kritis. Bagaimanapun juga, temuan merupakan hasil dari suatu 
audit. Bentuk temuan mengkonsolidasikan semua informasi penting yang 
berkaitan dengan suatu masalah audit audti tertentu, misalnya, pengendalian yang 
tidak berfungsi, salah saji potensial dalam laporan keuangan ataupun adanya 
ketidakefisienan.” 
Hiro Tugiman (1997:72-73) mengemukakan beberapa karakteristik yang 
harus dimiliki dari sebuah temuan sebagai berikut:  
“Temuan-temuan haruslah didasarkan pada berbagai hal berikut ini: 
1. Kriteria: yaitu berbagai standar,ukuran, atau harapan yang digunakan 
dalam melakukan evaluasi dan atau verifikasi (apa yang seharusnya 
terdapat).  
2. Kondisi: yaitu berbagai bukti nyata yang ditemukan oleh pemeriksa 
dalam pelaksanaan pemeriksaan (apa yang ternyata terdapat).  
3. Sebab: yaitu alasan yang dikemukakan atas terjadinya perbedaan 
antara kondisi yang diharapkan dan kondisi sesungguhnya (mengapa 
terjadi perbedaan).  
4. Akibat: yaitu berbagai resiko atau kerugian yang dihadapi oleh unit 
organisasi lain karena terdapatnya kondisi yang tidak sesuai dengan 
kriteria (dampak dari perbedaan). Dalam menentukan tingkat resiko 
atau kerugian, pemeriksa internal haus mempertimbangkan pula akibat-
akibat yang mungkin timbul oleh berbagai temuan tersebut terhadap 
pernyataan keuangan (financial statement).  
5. Dalam laporan tentang berbagai temuan, dapat pula dicantumkan 
berbagai rekomendasi, hasil yang telah dicapai oleh pihak yang 
diperiksa, dan informasi lain bersifat membantu yang tidak dicantumkan 
di tempat lain.” 
Rekomendasi merupakan salah satu aspek temuan. Aspek dari temuan ini 
menyarankan bagaimana memperbaiki kondisi. Rekomendasi yang efektif 
berkaitan secara langsung dengan dan menghilangkan sebab. Bagi manajemen, 
pernyataan rekomendasi harus menjelaskan bagaimana perbaikan itu dapat 
dicapai, bukan hanya identifikasi kebutuhan perbaikan. 
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Berdasarkan Peraturan BPK No. 2 Tahun 2010, rekomendasi adalah saran 
dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang 
dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. 
yang selanjutnya harus ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa. 
Menurut Tugiman (1997:73), “rekomendasi didasarkan pada berbagai 
temuan dan kesimpulan pemeriksaan. Rekomendasi dibuat dengan tujuan untuk 
meminta tindakan guna perbaikan terhadap keadaan yang ada atau meningkatkan 
operasi. Dalam rekomendasi dapat disarankan berbagai pendekatan yang 
diperlukan untuk memperbaiki atau meningkatkan pelaksanaan kegiatan. Saran 
tersebut dapat digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mencapai 
hasil yang dikehendaki.” 
2.1.4 Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK 
Hiro Tugiman (1997:75) mengemukakan definisi tindak lanjut rekomendasi 
auditor internal sebagai berikut:  
“Tindak lanjut oleh pemeriksa internal didefinisikan sebagai sebuah proses 
untuk menentukan kecukupan, keefektivan, dan ketepatan waktu dari 
berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai 
temuan pemeriksaan yang dilaporkan. Rekomendasi didasarkan pada 
berbagai temuan dan kesimpulan pemeriksaan, serta dibuat dengan tujuan 
untuk meminta tindakan guna perbaikan terhadap keadaan yang ada untuk 
meningkatkan operasi.”   
 
Menurut Akmal (2006:121), faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam 
menentukan prosedur tindak lanjut yang tepat adalah sebagai berikut: 
a) Pentingnya temuan yang dilaporkan. 
b) Tingkat usaha dan besarnya biaya yang diperlukan untuk memperbaiki 
kondisi yang ada. 
c) Risiko yang ada jika tindakan koreksi dilakukan dan ternyata hasilnya 
gagal. 
d) Tingkat kesulitan pelaksanaan tindakan koreksi. 
e) Jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan tindakan koreksi. 
“Manajemen bertanggung jawab menentukan tindakan yang perlu dilakukan 
sebagai tanggapan terhadap temuan pemeriksaan yang dilaporkan. Pimpinan 
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audit internal bertanggung jawab memperkirakan tindakan manajemen yang 
diperlukan, agar temuan-temuan pemeriksaan dapat diselesaikan tepat waktu 
(Tugiman,1997:76).” 
The Institute of Internal Auditors (2016:20) pada bagian Practice Advisory 
2500.A1-1: Follow-up Process menyebutkan: 
“Internal auditors determine whether management has taken action or 
implemented the recommendation. The internal auditor determines whether 
the  desired results were achieved  or if senior management or the board has 
assumed the risk of not taking action or implementing the recommendation.” 
 
Secara bahasa dapat diterjemahkan auditor intern menentukan apakah 
manajemen telah melakukan tindak lanjut atau mengimplementasikan 
rekomendasi. Auditor intern menentukan apakah hasil yang diinginkan telah 
tercapai atau jika manajemen senior atau direksi telah menerima risiko karena 
tidak melakukan tindak lanjut atau mengimplementasikan rekomendasi. 
Sejalan dengan itu, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) tahun 
2007 menyebutkan tanggung jawab entitas yang diperiksa setelah Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP) BPK diterima sesuai adalah menindaklanjuti rekomendasi 
BPK, serta menciptakan suatu proses untuk memantau status tindak lanjut atas 
rekomendasi yang dimaksud. 
Tindak lanjut atas rekomendasi berdasarkan Peraturan BPK No. 2 Tahun 
2010 berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut. Tindak 
lanjut wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah 
laporan hasil pemeriksaan diterima. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi 
tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tersebut, pejabat yang diperiksa 
dan/atau yang bertanggung jawab wajib memberikan alasan yang sah. BPK dapat 
melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila dalam jangka waktu enam 
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puluh (60) hari Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab tidak 
menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah.  
Lampiran 3 SPKN menyebutkan bahwa: “Besarnya manfaat yang diperoleh 
dari pekerjaan pemeriksaan tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang 
dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas 
penyelesaian yang ditempuh oleh entitas yang diperiksa. Manajemen entitas yang 
diperiksa bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi serta 
menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau 
status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa dimaksud. Jika manajemen tidak 
memiliki cara semacam itu, pemeriksa wajib merekomendasikan agar manajemen 
memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa. Perhatian secara 
terus-menerus terhadap temuan pemeriksaan yang material beserta 
rekomendasinya dapat membantu pemeriksa untuk menjamin terwujudnya 
manfaat pemeriksaan yang dilakukan” (paragraf 17).  
Kewajiban melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional 
terhadap instansi pemerintah, baik yang dilakukan oleh BPK maupun Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), diatur melalui Permenpan nomor 9 tahun 
2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan 
Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional. 
2.1.5 Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK oleh Auditor Internal 
“Auditor eksternal dan auditor internal memiliki sasaran, 
pertanggungjawaban, dan kualifikasi yang berbeda, serta bertugas dalam aktivitas 
yang berbeda pula. Akan tetapi mereka memiliki kepentingan bersama yang 
menuntut adanya koordinasi untuk kepentingan bersama. Koordinasi antara 
auditor internal dan auditor eksternal merupakan hal penting karena berpotensi 
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untuk meningkatkan nilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas bagi manajemen 
(Sawyer,2006:455).” 
Statement on Internal Auditing Standards (SIAS) No. 5 tentang “Internal 
Auditors Relationship with Independent Outside Auditors” dalam Sawyer 
(2006:469) menyatakan: 
Direktur audit internal (direktur audit) harus mengkoordinasikan upaya-
upaya audit internal dan eksternal. 
01 Pekerjaan auditor internal dan eksternal harus dikoordinasikan untuk 
memastikan cakupan audit yang memadai dan untuk meminimalkan 
duplikasi upaya audit 
02 Koordinasi upaya-upaya audit meliputi 
1. Pertemuan periodik untuk membahas masalah-masalah 
kepentingan bersama. 
2. Akses pada program audit dan kertas kerja satu sama lain. 
3. Pertukaran laporan audit dan surat manajemen. 
4. Pemahaman umum tentang teknik, metode, dan istilah-istilah audit. 
 
Tugiman (1997:89) memberikan penjelasan mengenai koordinasi dalam 
pemeriksaan, khususnya untuk poin 1 dan poin 3.  
1. Pertemuan periodik untuk membahas masalah-masalah kepentingan 
bersama. 
Pada Poin 1 ini dijelaskan perlu dilakukan penjadwalan pertemuan-
pertemuan secara memadai selama pemeriksaan, untuk memastikan 
koordinasi dalam pemeriksaan dan mengupayakan penyelesaian 
pemeriksaan secara efisien dan tepat waktu, serta untuk menentukan 
apakah temuan pada pekerjaan sedang dilaksanakan sampai saat itu, 
hingga mengharuskan perubahan lingkup pekerjaan yang 
direncanakan. 
2. Pertukaran laporan audit dan surat manajemen. 
Pada poin ketiga ini dijelaskan review yang dilakukan oleh bagian audit 
internal terhadap tanggapan manajemen (follow up review) harus 
dapat diperoleh auditor eksternal. 
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 Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa harus ada koordinasi 
antara auditor eksternal dan auditor internal termasuk dalam hal penyelesaian 
tindak lanjut temuan auditor eksternal. Auditor internal dalam hal ini berperan 
sebagai penghubung manajemen (auditee) dengan auditor eksternal. 
Hiro Tugiman (1997:76), sejalan dengan The Institute of Internal Auditors 
standar 2500 – Monitoring Progress,  mengemukakan bahwa:  
“Manajemen bertanggung jawab menentukan tindakan yang perlu dilakukan 
sebagai tanggapan terhadap temuan pemeriksaan yang dilaporkan. Pimpinan 
audit internal bertanggung jawab memperkirakan tindakan manajemen yang 
diperlukan, agar berbagai hal yang dilaporkan sebagai temuan pemeriksaan 
tersebut dapat dipecahkan secara tepat waktu.” 
 
Sifat, waktu, dan luas tindak lanjut harus ditentukan oleh Kepala Bagian 
Audit Internal. Masalah tindak lanjut tidak terlepas dari pelaksanaan tahap audit  
sebelumnya. Temuan yang tidak tuntas dibicarakan, termasuk rekomendasi yang  
tidak disepakati oleh pihak manajemen akan sangat berpengaruh terhadap  
kelancaran tindak lanjut. Tindak lanjut harus juga mencakup penentuan  kelayakan 
tindakan yang diambil oleh pihak manajemen dalam mengimplementasikan 
rekomendasi.   
“Manajemen harus melakukan tindakan sesegera mungkin untuk temuan 
pemeriksaan yang dianggap penting. Auditor internal juga harus memonitor 
tindakan koreksi yang dilakukan manajemen karena ada kemungkinan timbul 
dampak yang besar, sehingga dibutuhkan koreksi secepatnya. Auditor internal 
dapat memberikan pandangan bahwa tindakan koreksi yang telah dilakukan 
manajemen telah cukup dilakukan jika dibandingkan secara relatif dengan  
pentingnya temuan pemeriksaan (Bastian,2014:368).” 
“Pimpinan audit internal dalam hal ini harus memastikan bahwa tindakan 
perbaikan dapat memperbaiki keadaan yang seharusnya diperbaiki, dan dalam hal 
ini pimpinan audit juga bertanggungjawab atas penjadwalan kegiatan tindak lanjut  
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sebagai bagian dari pembuatan jadwal pemeriksaan (Tugiman,1997:77).” 
The Institute of Internal Auditors (2009:1) bagian Practice Advisory 2500-1: 
Monitoring Progress nomor 1 menjelaskan lebih lanjut mengenai isi prosedur yang 
dapat ditetapkan oleh kepala audit intern agar dapat melakukan pemantauan 
dengan efektif agar meliputi  hal-hal berikut ini.  
a. The timeframe within which management’s response to the engagement   
observations and recommendations is required. Kriteria prosedur efektif yang 
pertama dalam melakukan pemantauan meliputi adanya jangka waktu bagi 
manajemen merespon observasi dan rekomendasi.   
b. Evaluation of management’s response. Kriteria kedua ini berarti setiap respon  
atau tanggapan dari manajemen harus dievaluasi oleh auditor.  
c. Verification of the response (if appropriate).  Selain melakukan evaluasi, 
auditor juga bisa melakukan verifikasi terhadap tanggapan yang diberikan 
manajemen atau unit yang dipantau. Verifikasi ini dilakukan jika menurut 
auditor diperlukan.  
d. Performance of a follow-up engagement (if appropriate). Atas standar ini 
berarti jika menurut auditor diperlukan, dapat dilakukan kegiatan follow-up 
engagement.  
e. A communications process that escalates unsatisfactory responses/actions, 
including the assumption of risk, to the appropriate levels of senior 
management or the board. Auditor harus melakukan proses komunikasi 
dengan level manajemen puncak yang sesuai jika timbul respon atau tindakan 
yang tidak  diinginkan termasuk juga masalah asumsi risiko yang ada. 
The Institute of Internal Auditors (2009:1) bagian Practice Advisory 2500-1: 
Monitoring Progress nomor 3, aktivitas audit intern dapat secara efektif memantau 
perkembangan tindak lanjut dengan beberapa hal berikut.    
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a. Addressing engagement observations and recommendations to appropriate 
levels of management responsible for taking action. Secara bahasa artinya 
adalah auditor harus menelusuri observasi atau temuan dan rekomendasi 
pada level manajemen yang sesuai serta yang bertanggung jawab untuk 
melaksanakan tindak lanjut.  
b. Receiving and evaluating management responses and proposed action plan 
to engagement observations and recommendations during the engagement or 
within a reasonable time period after the engagement results are 
communicated. Responses are more useful if they include sufficient 
information for the CAE to evaluate the adequacy and timeliness of proposed 
actions. Menerima dan mengevaluasi respon manajemen dan rencana tindak 
lanjut yang diajukan atas observasi dan rekomendasi selama penugasan atau 
dalam periode waktu yang wajar setelah penugasan disampaikan. Respon 
lebih berguna apabila dalam respon terdapat informasi yang cukup untuk 
kepala audit intern melakukan evaluasi atas kecukupan dan rentang waktu 
dari tindak lanjut yang diajukan.  
c. Receiving periodic updates from management to evaluate the status of its 
efforts to correct observations and/or implement recommendations. Menerima 
pemutakhiran secara periodik dari manajemen untuk mengevaluasi status dari 
usaha manajemen untuk mengkoreksi temuan dan atau 
mengimplementasikan rekomendasi.  
d. Receiving and evaluating information from other organizational units assigned 
responsibility for follow-up or corrective actions.  Menerima dan mengevaluasi 
informasi dari unit organisasi yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan 
follow-up atau tindakan korektif.  
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e. Reporting to senior management and/or the board on the status of responses 
to engagement observations and recommendations. Melaporkan kepada 
manajemen senior dan atau direksi atas status dari respon terhadap observasi 
atau temuan dan rekomendasi. 
Menurut Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 
Kementerian Negara, Inspektorat Jenderal (disingkat Itjen) adalah unsur 
pengawas pada Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan 
pengawasan internal di lingkungan Kementerian. Inspektorat Jenderal berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh 
seorang Inspektur Jenderal. Inspektur Jenderal adalah jabatan struktural eselon 
I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Dalam melaksanakan tugas Inspektorat 
Jenderal menyelenggarakan fungsi: 
1) penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal; 
2) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan 
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan 
lainnya; 
3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan 
Menteri; 
4) penyusunan laporan hasil pengawasan; dan 
5) pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal. 
Itjen secara fungsional melaksanakan pengawasan intern pada suatu 
instansi pemerintah, baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang 
bertanggung jawab pada Menteri/Pimpinan lembaga. Pengawasan oleh itjen 
merupakan pengawasan pada tingkat bawah yang dipertanggungjawabkan 
kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. Laporan pengawasan itjen awalnya 
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disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasinya yang 
kemudian disampaikan kepada Menteri/Pimpinan lembaga. 
Pasal 1 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan bahwa pengawasan intern adalah 
seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lain 
terhadap penyelenggaraan tugas, dan fungsi organisasi dalam rangka 
memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai 
dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk 
kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.   
Pelaksanaan pengawasan intern yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal 
berdasarkan pasal 48 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada dilakukan melalui : 
1) audit, 
2) reviu, 
3) evaluasi, 
4) pemantauan, 
5) kegiatan pengawasan lainnya. 
Salah satu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat Jenderal 
adalah untuk memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah adalah 
melakukan pemantauan. Pemantauan dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan 
berkelanjutan, evaluasi terpisah, tindak lanjut hasil pemeriksaan (audit), dan reviu 
lainnya. Salah satu kegiatan pematuan yang dilakukan adalah pemantauan tindak 
lanjut hasil pemeriksaan (audit) oleh BPK selaku pengawas eksternal pemerintah.  
Selanjutnya dalam pasal 8 ayat (4)  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
116 tahun 2007 disebutkan, pimpinan Aparat Pengawas Intern pada Kementerian 
Negara/ Lembaga melakukan koordinasi monitoring atas penyelesaian tindak 
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lanjut terhadap temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan 
Kementerian/Lembaga. Hal ini semakin mengukuhkan peran Inspektorat Jenderal 
selaku aparat pengawas Internal Kementerian/lembaga dalam kegiatan 
pemantauan tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan BPK. 
2.1.6 Penilaian Kinerja 
2.1.6.1 Penilaian Kinerja Berbasis Balanced Scorecard (BSC) 
Mulyadi (2001:416) mengemukakan definisi penilaian kinerja sebagai 
berikut: 
“Penilaian kinerja adalah hasil kerja operasional suatu organisaasi, bagian 
organisasi, karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah 
ditetapkan sebelumnya”. 
“Manfaat penilaian kinerja bagi semua pihak adalah agar bagi mereka 
mengetahui manfaat yang dapat mereka harapkan.” (Rivai & Basri, 2004:55). 
Pihak-pihak yang berkepentingan dalam penilaian adalah: 
1. Orang yang dinilai (karyawan) 
2. Penilai (atasan, supervisor, pimpinan, manager, konsultan) 
3. Perusahaan 
Bagi perusahaan, manfaat penilaian adalah, (Rivai&Basri, 2004 : 62) antara lain: 
1. Perbaikan seluruh simpul unit-unit yang ada dalam perusahaan karena: 
Komunikasi menjadi lebih efektif mengenai tujuan perusahaan dan nilai 
budaya perusahaan.;Peningkatan rasa kebersamaan dan loyalitas; 
Peningkatan kemampuan dan kemauan manajer untuk menggunakan 
keterampilan dan keahlian memimpinnya untuk memotivasi karyawan dan 
mengembangkan kemauan dan keterampilan karyawan. 
2. Meningkatkan pandangan secara luas menyangkut tugas yang dilakukan 
oleh masing-masing karyawan; 
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3. Meningkatkan kualitas komunikasi; 
4. Meningkatkan motivasi karyawan secara keseluruhan; 
5. Meningkatkan keharmonisan hubungan dalam pencapaian tujuan 
perusahaan; 
6. Peningkatan segi pengawasan melekat dari setiap kegiatan yang dilakukan 
oleh setiap karyawan; 
7. Harapan dan pandangan jangka panjang dapat dikembangkan; 
8. Untuk mengenali lebih jelas pelatihan dan pengembangan yang dibutuhkan; 
9. Kemampuan menemu kenali setiap permasalahan; 
10. Sebagai sarana penyampaian pesan bahwa karyawan itu dihargai oleh 
perusahaan; 
11. Budaya perusahaan menjadi mapan. Setiap kelalaian dan ketidakjelasan 
dalam membina sistem dan prosedur dapat dihindarkan dan kebiasaan 
yang baik dapat diciptakan dan dipertahankan. Berita baik bagi setiap 
orang dan setiap karyawan akan mendukung pelaksanaan penilaian kinerja, 
mau berpartisipasi secara aktif dan pekerjaan selanjutnya dari penilaian 
kinerja akan menjadi lebih baik; 
12. Karyawan yang potensil dan memungkinkan untuk menjadi pimpinan 
perusahaan atau sedikitnya yang dapat dipromosikan menjadi lebih mudah 
terlihat, mudah diidentifikasikan, mudah dikembangkan lebih lanjut, dan 
memungkinkan peningkatan tanggung jawab secara kuat; 
13. Jika penilaian kinerja ini telah melembaga dan keuntungan yang diperoleh 
perusahaan menjadi lebih besar, penilaian kinerja akan menjadi salah satu 
sarana yang paling utama dalam meningkatkan kinerja perusahaan. 
Sejalan dengan itu,  Gaspersz (2011:115) menyatakan “penilaian kinerja 
memainkan peran sangat penting bagi peningkatan kemajuan di masa yang akan 
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datang. Pengukuran kinerja akan menghasilkan data yang apabila dianalisis 
dengan tepat dapat menghasilkan informasi yang dapat meningkatkan kinerja 
organisasi sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya.” 
Terdapat banyak metode penilaian kinerja. Mardiasmo (2002: 123) 
menyatakan bahwa “teknik penilaian kinerja yang komprehensif yang banyak 
dikembangkan oleh berbagai organisasi dewasa ini adalah balanced scorecard.” 
Penilaian kinerja dengan balanced scorecard melibatkan empat aspek yang 
meliputi perspektif keuangan (financial perspective), perspektif kepuasan 
pelanggan (customer perspective), perspektif proses bisnis internal (internal 
business process perspective), serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 
(learning and growth perspective). 
Kaplan dan Norton mengembangkan konsep balanced scorecard yang 
telah mereka bangun melalui sebuah studi yang dilaksanakan pada tahun 1996. 
Hasil studi tersebut menyimpulkan bahwa balanced scorecard dapat 
dikembangkan dari sekadar sistem pengukuran kinerja menjadi sistem 
manajemen strategis dengan cara menambahkan sebuah strategy map (peta 
strategi). Hasil studi tersebut diterbitkan dalam sebuah artikel di majalah Harvard 
Business Review edisi Januari-Februari 1996 dengan judul “Using Balanced 
scorecard as a Strategic Management System.” 
Kaplan dan Norton (1996: 25) menyatakan bahwa “balanced scorecard 
menyediakan informasi yang komprehensif. Balanced scorecard menerjemahkan 
visi dan strategi perusahaan ke dalam ukuran-ukuran kinerja yang diorganisasikan 
dalam perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran 
dan pertumbuhan. Balanced scorecard menyediakan sebuah kerangka kerja dan 
sebuah bahasa untuk mengomunikasikan misi dan strategi. Ukuran-ukuran dalam 
balanced scorecard memberikan informasi kepada seluruh karyawan tentang 
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hasil-hasil yang ingin dicapai perusahaan beserta indikator-indikator pencapaian 
hasil tersebut. Hal ini diharapkan mampu menjadi media bagi eksekutif 
perusahaan untuk menyalurkan energi, kemampuan, dan pengetahuan spesifik 
kepada seluruh karyawan dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang 
perusahaan.” 
2.1.6.2 Membangun Balanced Scorecard pada Sektor Publik 
1. Visi, Misi, Nilai, Strategi, dan Balanced Scorecard 
Niven (2003:116) mendefinisikan “visi sebagai suatu pandangan jauh ke 
depan tentang organisasi atau impian yang ingin dicapai. Visi dibuat untuk 
menjawab pertanyaan sebenarnya kita mau menjadi apa atau hasil seperti apa 
yang ingin kita raih di masa depan. Visi berfungsi untuk mempertajam dan 
mengarahkan organisasi ke masa depan yang sifatnya strategis.” 
Niven (2003:192) mendefinisikan “misi sebagai pernyataan tentang tujuan 
dan alasan keberadaan suatu organisasi. Misi menyatakan apa yang mesti 
dilakukan dan mengapa organisasi itu ada (why we exist). Oleh karena itu, 
pernyataan misi lebih berkaitan dengan keadaan saat ini. Pernyataan misi akan 
secara eksplisit memberikan arah maupun batasan tentang hal atau tindakan yang 
boleh dilakukan oleh suatu organisasi. Pernyataan misi juga secara implisit akan 
memberikan arah maupun batasan tentang hal atau tindakan yang tidak boleh 
dilakukan oleh suatu organisasi.” 
Niven (2003:111) mendefinisikan “nilai sebagai kepercayaan dan perilaku 
yang dianut organisasi. Nilai dasar mencerminkan apa yang boleh dan apa yang 
tidak boleh dilakukan oleh anggota organisasi dalam melaksanakan misi dan 
mencapai visi. Nilai dasar merupakan nilai-nilai budaya yang berkembang dan 
berlaku dalam perusahaan. Tujuan pembuatan kalimat pernyataan nilai dasar 
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adalah untuk menormakan keyakinan yang harus dipegang dan dilakukan oleh 
semua pegawai.” 
Niven (2003:129) mendefinisikan “strategi sebagai representasi prioritas 
utama organisasi dalam merespon lingkungan operasi dan mencapai misinya.” 
Hubungan antara visi, misi, nilai, strategi, dan balanced scorecard dapat 
diilustrasikan sebagaimana Gambar 2.1. 
 
Gambar 2.1 Hubungan Visi, Misi, Nilai, Strategi, dan Balanced Scorecard 
  
Sumber: Niven (2003: 156) 
Gambar 2.1 di atas mengilustrasikan bahwa balanced scorecard menjembatani 
visi, misi, nilai, dan strategi untuk mencapai hasil yang diharapkan. Balanced 
scorecard menguraikan visi, misi, nilai, dan strategi ke dalam unsur-unsur yang 
meliputi sasaran (objectives), ukuran (measures), target (target), dan inisiatif 
(initiatives) baik pada perspektif pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran 
dan pertumbuhan, maupun keuangan. Perbandingan penamaan unsur-unsur 
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balanced scorecard yang digunakan oleh Niven dan Kementerian Keuangan 
tersebut adalah sebagaimana diikhtisarkan dalam Tabel 2.1. 
Tabel 2.1. Perbandingan Penamaan Unsur-unsur Balanced Scorecard oleh 
Niven dan Kementerian Keuangan 
Penamaan Unsur-unsur Balanced Scorecard oleh 
Niven Kementerian keuangan 
Sasaran (objectives) Sasaran Strategis (SS) 
Ukuran (measures) Indikator Kinerja Utama (IKU) 
Target (targets) Target 
Inisiatif (initiatives) Inisiatif Strategis (IS) 
Sumber : Hasil pengelolahan data primer, 2016 
Pada penulisan ini penulis akan lebih memfokuskan pada unsur Indikator Kinerja 
Utama. 
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 
Niven (2003: 186) mendefinisikan “indikator kinerja utama sebagai standar 
yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengomunikasikan realisasi kinerja 
terhadap hasil yang diharapkan. Indikator kinerja utama yang dirancang dengan 
baik tidak saja akan menjadi sarana bagi pimpinan dalam mengukur 
perkembangan organisasi, tetapi juga akan menginsipirasi dan memotivasi 
pegawai, memberikan arah bagi organisasi, serta mendorong timbulnya 
keselarasan tujuan dari atasan ke bawahan.” Indikator kinerja utama yang 
dirancang dengan baik tersebut menurut Niven (2003: 204-205) memiliki kriteria-
kriteria sebagai berikut. 
a. Terkait dengan Strategi  
Seluruh indikator kinerja dalam balanced scorecard harus berkaitan dengan 
prioritas utama organisasi sebagaimana yang dinyatakan dalam sasaran 
strategis. 
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b. Mudah untuk Dipahami 
Balanced scorecard akan digunakan dalam organisasi secara simultan 
sebagai sebuah sarana pengukuran, manajemen, dan komunikasi. Peran 
balanced scorecard sebagai sarana komunikasi sulit/tidak akan tercapai 
manakala indikator kinerja sulit untuk dipahami. 
c. Terkait dalam Hubungan Sebab Akibat 
Indikator-indikator kinerja dalam keempat perspektif balanced scorecard harus 
memiliki hubungan sebab akibat. 
d. Dapat Diakses 
Indikator kinerja disertai dengan data dukung kinerja yang mencukupi. 
Berdasarkan riset, pada saat dimulainya implementasi balanced scorecard, 
secara umum 30% data kinerja yang dibutuhkan tidak tersedia. Oleh 
karenanya, paling tidak 70% data kinerja yang dibutuhkan oleh indikator-
indikator kinerja yang akan digunakan telah tersedia.  
Yuwono, et al (2006:30) mengemukakan beberapa atribut bagi suatu 
sistem pengukuran kinerja yang baik sebagai berikut: 
1. Secara strategis relevan dan memfasilitasi; 
2. Mendukung dan konsisten dengan tujuan, aktivitas, sumber daya 
manusia/budaya, dan kunci sukses organisasi; 
3. Tidak sulit untuk diimplementasikan; 
4. Terintegrasi pada seluruh fungsi departemen; 
5. Ditujukan kepada faktor-faktor yang menjadi masalah dan dapat membuat 
perbedaan; dan 
6. Realistis/dapat dicapai. 
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2.1.7 Kualitas Rekomendasi Pemeriksaan BPK 
Rekomendasi yang diberikan oleh pemeriksa eksternal haruslah 
berkualitas, untuk dapat dibuat kebijakan dan dapat menyelesaikan permasalahan 
yang terdapat di organisasi oleh manajemen. Rekomendasi yang berkualitas harus 
bersifat membangun dan dapat mendorong perbaikan dalam pelaksanaan 
program entitas yang diperiksa.  
Menurut SPKN (2007), suatu rekomendasi akan bersifat sangat 
konstruktif/membangun apabila: 
1. Diarahkan untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan; 
Rekomendasi yang dihasilkan dapat membantu mengidentifikasi kondisi atau  
temuan-temuan yang kemudian dapat dijadikan bahan untuk  mengatasi 
masalah yang ada dan pencegahan untuk ke depannya  serta rekomendasi 
harus bersifat positif.Lebih diutamakan  supaya internal auditor mengajukan 
suatu metode atau beberapa alternatif metode untuk memperbaiki suatu 
kondisi. 
2. Berorientasi pada tindakan nyata dan spesifik; 
Rekomendasi haruslah dicantumkan secara jelas dan tidak menimbulkan 
makna ganda atau tersembunyi. Selain itu rekomendasi harus dicantumkan 
secara spesifik apa tindakan yang harus dilakukan dan didukung oleh fakta 
dan temuan serta sesuai dengan temuan.  
3. Ditujukan kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk bertindak; 
Rekomendasi harus secara tepat ditujukan kepada pihak yang bertanggung 
jawab dan berwenang untuk bertindak dan dicantumkan dengan jelas dalam 
laporan pemeriksaan. 
4. Dapat dilaksanakan;  
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Rekomendasi yang diberikan auditor dapat dipahami dan dijalankan oleh unit 
yang menggunakan rekomendasi tersebut, rekomendasi audit internal cukup 
beralasan untuk dilakukan dan tidak menyulitkan unit manajemen yang 
menggunakan rekomendasi tersebut, dan tidak ada aturan kaku bagi 
kelayakan tindakan perbaikan yang bisa dilakukan dan ditetapkan di segala 
situasi. 
5. Apabila dilaksanakan, biayanya memadai. 
Rekomendasi audit internal yang didapatkan dilakukan secara efisien dan 
efektif sesuai dengan ruang lingkup bagian perusahaan yang memerlukan 
perbaikan, Tingkat dari usaha dan biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki 
kondisi yang dilaporkan seimbang dan dapat dipenuhi, dan tingkat kesulitan 
dari pelaksanaan tindakan korektif dapat dipenuhi. 
GAO (1991:10) menyebutkan bahwa rekomendasi harus memenuhi kriteria 
berorientasi pada aksi, meyakinkan, didukung dengan baik,dan efektif. Ketika 
diimplementasikan secara tepat, organisasi akan mendapatkan manfaat dari 
pemeriksaan. 
GAO (1991:1) juga menyebutkan bahwa ketika rekomendasi diberikan 
kepada suatu entitas, kewajiban dari manajemen entitas tersebut untuk 
mengimplementasikan rekomendasi. Auditor dapat melakukan beberapa hal yang 
meningkatkan kemungkinan agar rekomendasi dapat diimplementasikan secara 
tepat. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kualitas 
rekomendasi. Pencapaian manfaat pemeriksaan tergantung kepada kualitas 
rekomendasi. Rekomendasi yang tidak meyakinkan tidak dapat 
diimplementasikan secara tepat. Rekomendasi yang yang tidak mengarah kepada 
akar masalah menyulitkan pencapaian tujuan pemeriksaan. Selain itu, 
Setyaningrum, et al (2013:100) menyatakan bahwa “kualitas auditor yang tinggi 
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mencerminkan kompetensi auditor yang tinggi yang dapat menghasilkan 
rekomendasi yang benar dan tepat yang dapat memeperbaiki penyebab dasar dari 
adanya temuan, sehingga dapat secara efektif diimplementasikan oleh objek 
pemeriksaan.”  
2.2 Penelitian Terdahulu 
Tri Hartono (2006) melakukan penelitian dengan data berupa laporan 
monitoring tindak lanjut temuan audit dan data pendukung berupa hasil kuesioner. 
Pendekatan penelitian dengan evaluasi formatif dan survey yaitu membandingkan 
realisasi penyelesaian temuan audit antara sebelum dengan sesudah diterapkan 
sebagai unsur penilaian kinerja. Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian tindak 
lanjut temuan audit yang dimasukkan sebagai unsur penilaian kinerja dapat 
mendorong temuan audit dapat diselesaikan serta diketahui bahwa responden 
mendukung faktor penyelesaian temuan audit dan/atau aspek non finansial 
dimasukkan sebagai unsur penilaian kinerja. 
Penelitian mengenai kinerja pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan 
BPK oleh Inspektorat juga sebelumnya telah dilakukan oleh Ashari Ramadhan 
Hairil dalam skripsinya pada tahun 2013 yang berjudul “Analisis Kinerja Inspektorat 
Daerah Kabupaten Wajo” dengan subjek penelitian Inspektorat Kabupaten Wajo. 
Hasil penelitian menemukan bahwa pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan 
BPK oleh Inspektorat Kabupaten Wajo belum efektif dan efisien. Hal ini 
dikarenakan keterlambatan Pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil 
pemeriksaan BPK dan pelaksanaan kegiatan pemantauan terhadap Tindak Lanjut 
yang tidak sesuai dengan mekanisme pemantauan Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan (TLHP) BPK yang ditetapkan oleh pemerintah dalam berbagai 
peraturan. 
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Bayu Anggoro Kristiawan (2014) melakukan penelitian mengenai faktor-
faktor yang berpengaruh terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan 
BPK dengan data pendukung berupa data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kecakapan profesional auditor, latar belakang pendidikan auditor, tipe 
pemerintah daerah, dan jumlah entitas akuntansi berpengaruh terhadap 
penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh BPK. Hasil penelitian lain yang 
dilakukan oleh Hapsari Tri Bhuwana (2014) dengan judul “Pengaruh Pengalaman 
Kerja, Independensi, Obyektivitas, Integritas, dan Kompetensi Auditor terhadap 
Kualitas Rekomendasi Audit” menunjukkan bahwa independensi, integritas, dan 
kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas rekomendasi. 
Tabel 2.2 
Ringkasan Penelitian Terdahulu 
No. Nama Peneliti, Judul, 
Tahun Penelitian 
Variabel Penelitian Hasil Penelitian 
1. Tri Hartono, Evaluasi 
Penyelesaian Tindak 
Lanjut Temuan Audit 
sebagai Unsur 
Penilaian Kinerja 
Manajemen Kantor 
Cabang (Studi Kasus 
pada Bank BTN), 
2006. 
- Temuan audit 
memadai. 
- Kendala 
penyelesaian 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan 
intern. 
- Kecukupan proses 
penyelesaian 
tindak lanjut 
temuan audit 
intern. 
- Penyelesaian 
temuan audit 
dimasukkan 
sebagai unsur 
penilaian kinerja 
pegawai. 
- Temuan audit telah 
memadai. 
- Proses penyelesaian 
tindak lanjut temuan audit 
oleh Kantor Cabang 
sudah dilakukan sesuai 
dengan konsep 
manajemen kinerja. 
- Adanya peningkatan 
penyelesaian tindak lanjut 
temuan audit setelah 
dimasukannya tindak 
lanjut penyelesaian 
temuan audit sebagai 
unsur penilaian kinerja 
Kepala Cabang. 
- Masih terbatasnya 
penerapan kinerja 
penilaian untuk unsur non 
finansial menyebabkan 
kinerja penyelesaian 
tindak lanjut temuan audit 
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No. Nama Peneliti, Judul, 
Tahun Penelitian 
Variabel Penelitian Hasil Penelitian 
pada Kantor Cabang 
belum optimal. 
2. Ashari Ramadhan 
Hairil, Analisis Kinerja 
Inspektorat Daerah 
Kabupaten Wajo, 
2013. 
- Kegiatan 
pemantauan 
Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan BPK 
oleh Inspektorat 
Kabupaten Wajo 
- Mekanisme 
pemantauan 
Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan 
(TLHP) BPK yang 
ditetapkan oleh 
pemerintah dalam 
berbagai 
peraturan. 
- Pemantauan tindak lanjut 
hasil pemeriksaan BPK 
oleh Inspektorat 
Kabupaten Wajo belum 
efektif dan efisien.  
- Faktor yang 
mempengaruhi belum 
efektif dan efisien  
dikarenakan 
keterlambatan Pemerintah 
daerah dalam 
menindaklanjuti hasil 
pemeriksaan BPK dan 
pelaksanaan kegiatan 
pemantauan terhadap 
Tindak Lanjut yang tidak 
sesuai dengan 
mekanisme pemantauan 
Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan (TLHP) BPK 
yang ditetapkan oleh 
pemerintah dalam 
berbagai peraturan. 
3. Bayu Anggoro 
Kristiawan, Faktor-
Faktor yang 
Berpengaruh 
terhadap 
Penyelesaian Tindak 
Lanjut Hasil 
Pemeriksaan oleh 
BPK RI, 2014. 
- Kecakapan 
profesional auditor 
- Latar belakang 
pendidikan auditor 
- Tipe pemerintah 
daerah 
- Jumlah entitas 
akuntansi 
- Latar belakang 
pendidikan kepala 
daerah 
- Lama masa 
jabatan kepala 
daerah 
- Penyelesaian 
tindak lanjut hasil 
- Kecakapan profesional 
auditor, latar belakang 
pendidikan auditor, tipe 
pemerintah daerah, 
jumlah entitas akuntansi 
berpengaruh terhadap 
penyelesaian tindak lanjut 
hasil pemeriksaan oleh 
BPK RI. 
- Latar belakang pendidikan 
kepala daerah dan jumlah 
entitas akuntansi tidak 
berpengaruh terhadap 
penyelesaian tindak lanjut 
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No. Nama Peneliti, Judul, 
Tahun Penelitian 
Variabel Penelitian Hasil Penelitian 
pemeriksaan oleh 
BPK 
hasil pemeriksaan oleh 
BPK RI. 
4. Hapsari Tri Bhuwana, 
Pengaruh 
Pengalaman Kerja, 
Independensi, 
Obyektivitas, 
Integritas, dan 
Kompetensi Auditor 
terhadap Kualitas 
Rekomendasi Audit, 
2014. 
- Pengalaman Kerja 
- Independensi 
- Obyektivitas 
- Integritas 
- Kompetensi 
Auditor  
- Kualitas 
Rekomendasi 
Audit 
- Independensi, integritas, 
dan kompetensi 
berpengaruh positif 
terhadap kualitas 
rekomendasi audit. 
- Pengalaman Kerja dan 
obyektivitas tidak 
berpengaruh terhadap 
kualitas rekomendasi 
audit. 
2.3 Kerangka Pemikiran 
 Sebagai alur pemikiran dalam penelitian ini, penulis menggambarkan 
kerangka pemikiran sebagai berikut 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar  2.2 Kerangka Pemikiran 
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2.4 Hipotesis 
Berdasarkan kerangka penelitian di atas, penulis menyusun hipotesis 
sebagai berikut: 
1. Pengaruh kegiatan pemantauan Inspektorat Jenderal kementerian 
Keuangan  terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan 
pemeriksaan BPK oleh Kementerian Keuangan 
Pelaksanaan pengawasan intern yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal 
berdasarkan pasal 48 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada dilakukan melalui : 
1) audit, 
2) reviu, 
3) evaluasi, 
4) pemantauan, 
5) kegiatan pengawasan lainnya. 
Salah satu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat Jenderal 
untuk memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah adalah melakukan 
pemantauan. Pemantauan dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan 
berkelanjutan, evaluasi terpisah, tindak lanjut hasil pemeriksaan (audit), dan reviu 
lainnya. Salah satu kegiatan pematuan yang dilakukan adalah pemantauan tindak 
lanjut hasil pemeriksaan (audit) oleh BPK selaku pengawas eksternal pemerintah. 
Dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 9 Tahun 2009 disebutkan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 
BPK merupakan tanggung jawab pimpinan instansi pemerintah yang secara teknis 
dilaksanakan oleh unit pemantau pada instansi yang bersangkutan. Unit pemantau 
pada instansi tersebut berkewajiban memantau perkembangan Tindak Lanjut 
Hasil Pemeriksaan. Dalam Peraturan tersebut disebutkan definisi Unit Pemantau 
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adalah sebutan bagi unit kerja di lingkungan lnstansi Pemerintah yang dalam 
sistem pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ditugasi dan bertindak 
mengoordinasikan, memantau, dan melaporkan pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan. 
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) merupakan 
unit eselon I di Kementerian Keuangan yang memiliki peran sebagai pengawas 
internal Kementerian. Berdasarkan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234 
Tahun 2014, salah satu tugas Itjen Kemenkeu adalah pemantauan tindak lanjut 
hasil pemeriksaan auditor eksternal terhadap unsur Kementerian Keuangan. 
Dalam hal ini, Itjen Kemenkeu berperan sebagai koordinator dan penghubung BPK 
dengan Kementerian Keuangan dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan 
BPK. Oleh karena itu, itjen Kemenkeu berhak menanyakan tindak lanjut hasil 
pemeriksaan BPK kepada pimpinan instansi di lingkungan Kementerian Keuangan 
sesuai dengan kewenangannya. Dalam rangka kegiatan tindak lanjut tersebut 
maka Itjen Kemenkeu melakukan pemantauan untuk mendorong unit Eselon I di 
lingkungan Kementerian Keuangan untuk segera menindaklanjuti temuan dan 
rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. 
Hiro Tugiman (1997:76), sejalan dengan The Institute of Internal Auditors 
standar 2500 – Monitoring Progress,  mengemukakan bahwa:  
“Manajemen bertanggung jawab menentukan tindakan yang perlu dilakukan 
sebagai tanggapan terhadap temuan pemeriksaan yang dilaporkan. Pimpinan 
audit internal bertanggung jawab memperkirakan tindakan manajemen yang 
diperlukan, agar berbagai hal yang dilaporkan sebagai temuan pemeriksaan 
tersebut dapat dipecahkan secara tepat waktu.” 
 
Manajemen harus melakukan tindakan sesegera mungkin untuk temuan 
pemeriksaan yang dianggap penting. Auditor internal juga harus memonitor 
tindakan koreksi yang dilakukan manajemen karena ada kemungkinan timbul 
dampak yang besar, sehingga dibutuhkan koreksi secepatnya. Auditor internal 
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dapat memberikan pandangan bahwa tindakan koreksi yang telah dilakukan 
manajemen telah cukup dilakukan jika dibandingkan secara relatif dengan  
pentingnya temuan pemeriksaan (Bastian,2014:368). 
Pimpinan audit internal dalam hal ini harus memastikan bahwa tindakan 
perbaikan dapat memperbaiki keadaan yang seharusnya diperbaiki, dan dalam hal 
ini pimpinan audit juga bertanggungjawab atas penjadwalan kegiatan tindak lanjut  
sebagai bagian dari pembuatan jadwal pemeriksaan (Tugiman,1997:77). 
Kurang efektifnya pemantauan yang dilaksanakan oleh itjen dapat 
berakibat terhambatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan BPK. Ini 
diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Ashari Ramadhan Hairil dalam 
skripsinya pada tahun 2013 yang berjudul “Analisis Kinerja Inspektorat Daerah 
Kabupaten Wajo” dengan subjek penelitian Inspektorat Kabupaten Wajo. Hasil 
penelitian menemukan bahwa pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK 
oleh Inspektorat Kabupaten Wajo belum efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan 
keterlambatan Pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK 
dan pelaksanaan kegiatan pemantauan terhadap Tindak Lanjut yang tidak sesuai 
dengan mekanisme pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK 
yang ditetapkan oleh pemerintah dalam berbagai peraturan. 
Dari tinjauan pustaka dan bukti empiris di atas, penulis berasumsi bahwa 
semakin efektif kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal 
Kementerian Keuangan maka semakin tinggi pula tingkat penyelesaian tindak 
lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK. Oleh karena itu penulis 
merumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H1: Kegiatan pemantauan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan 
berpengaruh positif terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi 
temuan pemeriksaan BPK oleh Kementerian Keuangan. 
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2. Pengaruh penilaian kinerja terhadap penyelesaian tindak lanjut 
rekomendasi temuan pemeriksaan BPK oleh Kementerian Keuangan 
Salah satu metode penilaian kinerja yang banyak digunakan oleh 
organisasi sektor publik adalah metode Balanced Scorecard (BSC). Kaplan dan 
Norton (1996:25) menyatakan bahwa “balanced scorecard menyediakan 
informasi yang komprehensif. Hal ini diharapkan mampu menjadi media bagi 
eksekutif perusahaan untuk menyalurkan energi, kemampuan, dan pengetahuan 
spesifik kepada seluruh karyawan dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang 
perusahaan”. Sejalan dengan itu,  Gaspersz (2011:115) menyatakan “pengukuran 
kinerja memainkan peran sangat penting bagi peningkatan kemajuan di masa 
yang akan datang. Pengukuran kinerja akan menghasilkan data yang apabila 
dianalisis dengan tepat dapat menghasilkan informasi yang dapat meningkatkan 
kinerja organisasi sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya.” 
Lampiran 3 Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) tahun 2007 
menyebutkan besarnya manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pemeriksaan tidak 
terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, 
tetapi terletak pada efektivitas penyelesaian yang ditempuh oleh entitas yang 
diperiksa. Manajemen entitas yang diperiksa bertanggung jawab untuk 
menindaklanjuti rekomendasi serta menciptakan dan memelihara suatu proses 
dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi 
pemeriksa dimaksud. Dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 juga disebutkan setiap pimpinan unit 
satuan kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil 
Pengawasan eksternal maupun pengawasan internal dan menjadi salah satu 
dasar penilaian kinerja instansi. 
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Berdasarkan landasan teori di atas, menjadi kewajiban dari unit yang 
diperiksa untuk menindaklanjuti rekomendasi auditor dan menjadikannya sebagai 
unsur penilaian kinerja. Di sisi lain, salah satu manfaat penilaian kinerja adalah 
dapat meningkatkan kinerja organisasi. Kinerja organisasi dalam menindaklanjuti 
rekomendasi auditor seharusnya dapat ditingkatkan dengan memasukkan 
penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan auditor sebagai unsur 
penilaian kinerja. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hartono (2006) dengan judul 
“Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit Sebagai unsur penilaian 
kinerja  Manajemen kantor cabang (Studi Kasus Pada Bank BTN)” yang 
membandingkan realisasi penyelesaian temuan audit antara sebelum dengan 
sesudah diterapkan sebagai unsur penilaian kinerja, hasil penelitian menunjukkan 
penyelesaian tindak lanjut temuan audit yang dimasukkan sebagai unsur 
penilaian kinerja dapat mendorong temuan audit dapat diselesaikan serta 
diketahui bahwa responden mendukung faktor penyelesaian temuan audit 
dan/atau aspek non finansial dimasukkan sebagai unsur penilaian kinerja. 
Dari tinjauan pustaka dan bukti empiris di atas, penulis berasumsi bahwa 
penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK yang 
dimasukkan sebagai unsur penilaian kinerja dapat mendorong penyelesaian tindak 
lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK. Oleh karena itu penulis 
merumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H2: Penilaian kinerja berpengaruh positif terhadap penyelesaian tindak 
lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK oleh Kementerian 
Keuangan. 
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3. Pengaruh kualitas rekomendasi pemeriksaan BPK terhadap 
penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK oleh 
Kementerian Keuangan 
Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) disebutkan bahwa 
rekomendasi harus membangun dan mendorong perbaikan pelaksanaan program 
entitas yang diperiksa. Suatu rekomendasi akan bersifat sangat 
konstruktif/membangun apabila: (1) diarahkan untuk menyelesaikan masalah yang 
ditemukan; (2) berorientasi pada tindakan nyata dan spesifik; (3) ditujukan kepada 
pihak yang mempunyai wewenang untuk bertindak; (4) dapat dilaksanakan;  dan  
(5) apabila dilaksanakan, biayanya memadai. Rekomendasi 
konstruktif/membangun tersebut menunjukkan bahwa rekomendasi yang 
diberikan kepada unit yang diperiksa merupakan rekomendasi yang berkualitas. 
Sejalan dengan hal tersebut, GAO (1991:10) menyebutkan bahwa 
rekomendasi harus memenuhi kriteria berorientasi pada aksi, meyakinkan, 
didukung dengan baik,dan efektif. Ketika diimplementasikan secara tepat, 
organisasi akan mendapatkan manfaat dari pemeriksaan. 
GAO (1991:1) juga menyebutkan bahwa ketika rekomendasi diberikan 
kepada suatu entitas, kewajiban dari manajemen entitas tersebut untuk 
mengimplementasikan rekomendasi. Auditor dapat melakukan beberapa hal yang 
meningkatkan kemungkinan agar rekomendasi dapat diimplementasikan secara 
tepat. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kualitas 
rekomendasi. Pencapaian manfaat pemeriksaan tergantung kepada kualitas 
rekomendasi. Rekomendasi yang tidak meyakinkan tidak dapat 
diimplementasikan secara tepat. Rekomendasi yang yang tidak mengarah kepada 
akar masalah menyulitkan pencapaian tujuan pemeriksaan. Selain itu, 
Setyaningrum, et al (2013:100) menyatakan bahwa kualitas auditor yang tinggi 
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mencerminkan kompetensi auditor yang tinggi yang dapat menghasilkan 
rekomendasi yang benar dan tepat yang dapat memeperbaiki penyebab dasar dari 
adanya temuan, sehingga dapat secara efektif diimplementasikan oleh objek 
pemeriksaan.  
Penelitian mengenai pengaruh kualitas rekomendasi pemeriksaan 
terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi masih terbatas. Bayu Anggoro 
Kristiawan (2014) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dengan data 
pendukung berupa data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kecakapan profesional auditor, latar belakang pendidikan auditor, tipe pemerintah 
daerah, dan jumlah entitas akuntansi berpengaruh terhadap penyelesaian tindak 
lanjut hasil pemeriksaan oleh BPK. Kecakapan profesional  dan latar belakang 
pendidikan auditor yang tinggi dapat memberikan rekomendasi yang tepat dan 
mudah ditindaklanjuti oleh auditee sehingga persentase tindak lanjut hasil 
pemeriksaan semakin meningkat. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Hapsari 
Tri Bhuwana (2014) dengan judul “Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, 
Objektivitas, Integritas, dan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Rekomendasi 
Audit” menunjukkan bahwa independensi, integritas, dan kompetensi berpengaruh 
positif terhadap kualitas rekomendasi. 
Meskipun peneliti belum menemukan hasil penelitian yang secara khusus 
menyimpulkan hubungan kualitas rekomendasi pemeriksaan BPK terhadap 
penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK berdasarkan 
tinjauan pustaka dan bukti empiris di atas, penulis berasumsi kualitas auditor yang 
berpengaruh positif terhadap kualitas rekomendasi sehingga auditor dapat 
memberikan rekomendasi yang tepat dan mudah ditindaklanjuti oleh auditee 
sehingga persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan semakin meningkat 
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menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara kualitas rekomendasi 
pemeriksaan BPK dengan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan 
pemeriksaan BPK. Semakin berkualitas rekomendasi temuan pemeriksaan 
semakin tinggi tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan audit. 
H3: Kualitas rekomendasi pemeriksaan BPK berpengaruh positif terhadap 
penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK oleh 
Kementerian Keuangan. 
4. Pengaruh Kegiatan Pemantauan Inspektorat Jenderal Kementerian 
Keuangan, Penilaian Kinerja, dan Kualitas Rekomendasi Pemeriksaan 
BPK Secara Simultan terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut 
Rekomendasi Temuan Pemeriksaan BPK oleh Kementerian Keuangan 
Selanjutnya dalam penelitian ini akan diuji pula pengaruh secara simultan 
variabel-variabel independen yaitu kegiatan pemantauan Inspektorat Jenderal 
Kementerian Keuangan, penilaian kinerja, dan kualitas rekomendasi pemeriksaan 
BPK secara simultan terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan 
pemeriksaan BPK oleh Kementerian Keuangan, maka dirumuskan hipotesis 
sebagai berikut: 
H4:  Secara simultan kegiatan pemantauan Inspektorat Jenderal 
Kementerian Keuangan, penilaian kinerja, dan kualitas rekomendasi 
pemeriksaan BPK berpengaruh positif terhadap penyelesaian tindak 
lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK oleh Kementerian 
Keuangan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Rancangan Penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan bentuk penelitian kuantitatif yang bersifat 
studi kausal, yaitu penelitian yang mempelajari hubungan antara satu variabel 
dengan variabel lainnya. Cooper dan Schindler (2014:139) menarik kesimpulan 
berkaitan dengan studi kasual sebagai berikut: 
Causal studies seek to discover the effect that a variable(s) has on another (or 
others) or why certain outcomes are obtained. The concept of causality is 
grounded in the logic of hypothesis testing, which, in turn, produces inductive 
conclusions. Such conclusions are probabilistic and thus can never be 
demonstrated with certainty. 
 
Penelitian ini dilakukan dengan strategi penelitian berupa survei terhadap 
sampel penelitian.  
3.2 Tempat dan Waktu 
Dalam menunjang pembahasan skripsi ini, penulis memusatkan objek 
penelitian pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan selaku pihak yang 
bertanggung jawab memantau penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan 
pemeriksaan BPK. Objek penelitian bertempat di Gedung Djuanda II Kompleks 
Kementerian Keuangan Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat. Waktu 
pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama sebulan pada bulan Desember 
2016. 
3.3 Populasi dan Sampel 
Dalam penelitian ini, populasi terdiri atas pegawai dan auditor yang 
bertugas memantau tindak lanjut rekomendasi auditor eksternal pada Inspektorat 
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Jenderal Kementerian Keuangan. Metode pengambilan sampel penelitian 
menggunakan metode sensus yaitu penyebaran kuesioner diberikan pada semua 
populasi. 
3.4 Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa data 
primer dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada pegawai dan auditor yang 
bertugas memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi auditor eksternal 
pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
 Penulis menggunakan teknik pengumpulan data/instrumen berupa 
kuesioner. Kuesioner penelitian diserahkan langsung kepada responden dengan 
pemberian souvenir kecil, sebagai teknik untuk mempercepat pengumpulan data. 
Kuesioner dibuat dalam bentuk sederhana dengan pertanyaan-pertanyaan 
yang ringkas dan mudah dimengerti oleh responden. Adapun daftar pertanyaan  
kuesioner dapat dilihat pada Lampiran 2. Pelaksanaan pengumpulan data 
dilakukan selama 3 minggu pada bulan Desember 2016. 
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
3.6.1 Variabel Penellitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua macam variabel penelitian, 
di antaranya variabel terikat (dependent variable) dan variabel bebas (independent 
variable). Variabel terikat yang digunakan dalam rencana penelitian ini adalah 
penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK oleh 
Kementerian Keuangan, sedangkan variabel bebas (independent variable) terdiri 
atas: 
1. Kegiatan pemantauan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan; 
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2. Penilaian kinerja; 
3. Kualitas rekomendasi pemeriksaan BPK. 
3.6.2 Definisi Operasional 
3.6.2.1 Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Pemeriksaan 
BPK oleh Kementerian Keuangan 
Terhadap hasil pemeriksaan BPK, pejabat dari unit yang diperiksa harus 
menidaklanjuti rekomendasi yang dimuat dalam LHP. Hal tersebut sesuai dengan 
UU Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 20. Dengan demikian, entitas yang diperiksa BPK 
harus melakukan kegiatan tindak lanjut rekomendasi temuan dan BPK akan 
memantau progress atau capaian penyelesaian atas temuan pemeriksaan 
tersebut. 
Entitas yang diperiksa BPK juga harus menentukan tindakan yang perlu 
dilakukan sebagai tanggapan temuan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Tugiman 
(1997): 
“Manajemen bertanggung jawab menentukan tindakan yang perlu dilakukan 
sebagai tanggapan terhadap temuan pemeriksaan yang dilaporkan. Pimpinan 
audit internal bertanggung jawab memperkirakan tindakan manajemen yang 
diperlukan, agar temuan-temuan pemeriksaan dapat diselesaikan tepat waktu”  
Tindak lanjut atas rekomendasi berdasarkan Peraturan BPK No. 2 Tahun 
2010 berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut. Tindak 
lanjut wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah 
laporan hasil pemeriksaan diterima. Jawaban yang diterima BPK tersebut 
kemudian ditelaah , kemudian diklasifikasikan menjadi: 
b. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; 
c. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi; 
d. Rekomendasi belum ditindaklanjuti; atau 
e. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. 
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Apabila hasil penelaahan menunjukkan klasifikasi tindak lanjut belum 
sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, maka BPK 
dapat melakukan pembahasan dengan Pejabat yang diperiksa dan/atau yang 
bertanggung jawab. Setelah pembahasan, rekomendasi sudah harus 
ditindaklanjuti dengan benar oleh unit yang diperiksa. 
Dalam Permenpan nomor 9 tahun 2009 tentang Pedoman Umum 
Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil 
Pengawasan Fungsional, diwajibkan bagi unit entitas yang diperiksa untuk 
memberikan penjelasan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi 
pemeriksaan BPK disertai data dan bukti pendukung kepada BPK, atasan dan unit 
pemantau. 
Dari uraian di atas, penulis merumuskan ukuran untuk penyelesaian tindak 
lanjut audit yaitu progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, tindakan 
manajemen, dalam hal ini unit eselon I terkait yang tepat untuk menyelesaikan 
temuan, ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut temuan, dan penjelasan 
perkembangan tindak lanjut. 
Untuk mengukur penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK, penulis 
menggunakan skala Likert 1 – 5, yaitu: 
1) Skala 1 mengindikasikan sangat tidak setuju; 
2) Skala 2 mengindikasikan tidak setuju; 
3) Skala 3 mengindikasikan netral; 
4) Skala 4 mengindikasikan setuju; 
5) Skala 5 mengindikasikan sangat sesuai. 
3.6.2.2 Kegiatan Pemantauan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan 
Ukuran variabel pemantauan tindak lanjut yang digunakan penulis mengacu 
pada The Institute of Internal Auditor (2009:1) bagian Practice Advisory 2500-1: 
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Monitoring Progress nomor 1 dan nomor 3 yang menjelaskan mengenai isi 
prosedur yang dapat ditetapkan oleh kepala audit intern agar dapat melakukan 
pemantauan dengan efektif agar meliputi  hal-hal berikut ini.  
1. Adanya jangka waktu bagi manajemen merespon temuan dan 
rekomendasi.   
2. Selain melakukan evaluasi, auditor juga bisa melakukan verifikasi 
terhadap tanggapan yang diberikan manajemen atau unit yang dipantau. 
Verifikasi ini dilakukan jika menurut auditor diperlukan.  
3. Atas standar ini berarti jika menurut auditor diperlukan, dapat dilakukan 
kegiatan follow-up engagement.  
4. Auditor harus melakukan proses komunikasi dengan level manajemen 
puncak yang sesuai jika timbul respon atau tindakan yang tidak  
diinginkan termasuk juga masalah asumsi risiko yang ada. 
5. Auditor harus menelusuri observasi atau temuan dan rekomendasi pada 
level manajemen yang sesuai serta yang bertanggung jawab untuk 
melaksanakan tindak lanjut.  
6. Menerima dan mengevaluasi respon manajemen dan rencana tindak 
lanjut yang diajukan atas observasi dan rekomendasi selama 
penugasan atau dalam periode waktu yang wajar setelah penugasan 
disampaikan. Respon lebih berguna apabila dalam respon terdapat 
informasi yang cukup untuk kepala audit intern melakukan evaluasi atas 
kecukupan dan rentang waktu dari tindak lanjut yang diajukan.  
7. Menerima pemutakhiran secara periodik dari manajemen untuk 
mengevaluasi status dari usaha manajemen untuk mengkoreksi temuan 
dan atau mengimplementasikan rekomendasi.  
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8. Menerima dan mengevaluasi informasi dari unit organisasi yang 
diberikan tanggung jawab untuk melakukan follow-up atau tindakan 
korektif.  
9. Melaporkan kepada manajemen senior dan atau direksi atas status dari 
respon terhadap observasi atau temuan dan rekomendasi. 
Untuk mengukur Kegiatan Pemantauan Inspektorat Jenderal Kemenkeu, 
penulis menggunakan skala Likert 1 – 5, yaitu: 
1) Skala 1 mengindikasikan sangat tidak sesuai; 
2) Skala 2 mengindikasikan tidak sesuai; 
3) Skala 3 mengindikasikan netral; 
4) Skala 4 mengindikasikan sesuai; 
5) Skala 5 mengindikasikan sangat sesuai. 
3.6.2.3 Penilaian Kinerja 
Penulis merumuskan ukuran penyelesaian tindak lanjut rekomendasi 
temuan pemeriksaan BPK yang dimasukkan sebagai unsur penilaian kinerja 
dengan menggunakan enam dimensi yang dikutip dari tulisan Yuwono, et al 
(2006:30) yaitu atribut bagi suatu sistem pengukuran kinerja yang baik yang 
menurut penulis relevan dengan variabel ini. Adapun dimensi tersebut adalah 
sebagai berikut: 
1. Secara strategis relevan dan memfasilitasi; 
2. Mendukung dan konsisten dengan tujuan, aktivitas, sumber daya 
manusia/budaya, dan kunci sukses organisasi; 
3. Tidak sulit untuk diimplementasikan; 
4. Terintegrasi pada seluruh fungsi departemen; 
5. Ditujukan kepada faktor-faktor yang menjadi masalah dan dapat membuat 
perbedaan; dan 
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6. Realistis/dapat dicapai. 
Untuk mengukur penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan 
pemeriksaan BPK yang dimasukkan sebagai unsur penilaian kinerja, penulis 
menggunakan skala Likert 1 – 5, yaitu: 
1) Skala 1 mengindikasikan sangat tidak sesuai; 
2) Skala 2 mengindikasikan tidak sesuai; 
3) Skala 3 mengindikasikan netral; 
4) Skala 4 mengindikasikan sesuai; 
5) Skala 5 mengindikasikan sangat sesuai. 
3.6.2.4 Kualitas Rekomendasi Pemeriksaan BPK 
Penulis merumuskan ukuran kualitas rekomendasi pemeriksaan BPK dengan 
menggunakan lima dimensi yang diambil dari Standar Pemeriksaan Keuangan 
Negara (2007) yang menyebutkan kriteria rekomendasi yang bersifat 
konstruktif/membangun. Adapun kriteria rekomendasi yang bersifat 
konstruktif/membangun apabila: 
1. Diarahkan untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan; 
Rekomendasi yang dihasilkan dapat membantu mengidentifikasi kondisi atau  
temuan-temuan yang kemudian dapat dijadikan bahan untuk  mengatasi 
masalah yang ada dan pencegahan untuk ke depannya  serta rekomendasi 
harus bersifat positif. Rekomendasi harus memperhitungkan kendala hukum 
dan praktek yang tidak mungkin atau sulit dilakukan. Selain itu, rekomendasi 
juga harus mempertimbangkan keterbatasan realistis yang dihadapi, seperti 
keterbatasan keuangan 
2. Berorientasi pada tindakan nyata dan spesifik; 
Rekomendasi haruslah dicantumkan secara jelas dan tidak menimbulkan 
makna ganda atau tersembunyi. Selain itu rekomendasi harus dicantumkan 
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secara spesifik apa tindakan yang harus dilakukan dan didukung oleh fakta 
dan temuan serta sesuai dengan temuan.  
3. Ditujukan kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk bertindak; 
Rekomendasi harus secara tepat ditujukan kepada pihak yang bertanggung 
jawab dan berwenang untuk bertindak dan dicantumkan dengan jelas dalam 
laporan pemeriksaan. 
4. Dapat dilaksanakan; dan 
Rekomendasi yang diberikan auditor dapat dipahami dan dijalankan oleh unit 
yang menggunakan rekomendasi tersebut, rekomendasi cukup beralasan 
untuk dilakukan dan tidak menyulitkan unit manajemen yang menggunakan 
rekomendasi tersebut, dan tidak ada aturan kaku bagi kelayakan tindakan 
perbaikan yang bisa dilakukan dan ditetapkan di segala situasi. 
5. Apabila dilaksanakan, biayanya memadai. 
Rekomendasi audit yang didapatkan dilakukan secara efisien dan efektif 
sesuai dengan ruang lingkup bagian organisasi yang memerlukan perbaikan, 
Tingkat dari usaha dan biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi 
yang dilaporkan seimbang dan dapat dipenuhi, dan tingkat kesulitan dari 
pelaksanaan tindakan korektif dapat dipenuhi. 
Untuk mengukur kualitas rekomendasi temuan pemeriksaan BPK, penulis 
menggunakan skala Likert 1 – 5, yaitu: 
6) Skala 1 mengindikasikan sangat tidak sesuai; 
7) Skala 2 mengindikasikan tidak sesuai; 
8) Skala 3 mengindikasikan netral; 
9) Skala 4 mengindikasikan sesuai; 
10) Skala 5 mengindikasikan sangat sesuai. 
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Secara ringkas, definisi operasional atas variabel penelitian ini dapat dilihat 
pada tabel 3.1 sebagai berikut: 
Tabel 3.1 
Variabel dan Indikator Penelitian  
Variabel Indikator Skala Jumlah 
Penyelesaian 
Tindak Lanjut 
Rekomendasi 
Temuan 
Pemeriksaan 
BPK 
Progress Penyelesaian Tindak Lanjut Ordinal 2 
Tindakan manajemen yang sesuai  Ordinal 3 
Ketepatan waktu penyelesaian tindak 
lanjut temuan 
Ordinal 1 
Penjelasan perkembangan tindak 
lanjut 
Ordinal 1 
Kegiatan 
Pemantauan 
Tindak Lanjut 
Inspektorat 
Jenderal 
Kementerian 
Keuangan  
 
adanya jangka waktu bagi 
manajemen merespon temuan dan 
rekomendasi 
Ordinal 1 
verifikasi terhadap tanggapan yang 
diberikan manajemen atau unit yang 
dipantau 
Ordinal 1 
kegiatan follow-up engagement Ordinal 1 
proses komunikasi dengan level 
manajemen puncak yang sesuai jika 
timbul respon atau tindakan yang 
tidak  diinginkan termasuk juga 
masalah asumsi risiko yang ada 
Ordinal 1 
Auditor harus menelusuri observasi 
atau temuan dan rekomendasi pada 
level manajemen yang sesuai serta 
yang bertanggung jawab untuk 
melaksanakan tindak lanjut  
Ordinal 1 
Menerima dan mengevaluasi respon 
manajemen dan rencana tindak lanjut 
yang diajukan atas observasi dan 
rekomendasi selama penugasan atau 
dalam periode waktu yang wajar 
setelah penugasan disampaikan. 
Respon lebih berguna apabila dalam 
respon terdapat informasi yang cukup 
untuk kepala audit intern melakukan 
evaluasi atas kecukupan dan rentang 
waktu dari tindak lanjut yang diajukan 
Ordinal 1 
Menerima pemutakhiran secara 
periodik dari manajemen untuk 
mengevaluasi status dari usaha 
Ordinal 1 
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Variabel Indikator Skala Jumlah 
manajemen untuk mengkoreksi 
temuan dan atau 
mengimplementasikan rekomendasi  
Melaporkan kepada manajemen 
senior dan atau direksi atas status dari 
respon terhadap observasi atau 
temuan dan rekomendasi 
Ordinal 1 
Penilaian kinerja 
 
Secara strategis relevan dan 
memfasilitasi 
Ordinal 1 
Mendukung dan konsisten dengan 
tujuan, aktivitas, sumber daya 
manusia/budaya, dan kunci sukses 
organisasi 
Ordinal 1 
Tidak sulit untuk diimplementasikan Ordinal 1 
Terintegrasi pada seluruh fungsi 
departemen 
Ordinal 1 
Ditujukan kepada faktor-faktor yang 
menjadi masalah dan dapat membuat 
perbedaan 
Ordinal 1 
Realistis/dapat dicapai Ordinal 1 
Kualitas 
Rekomendasi 
Pemeriksaan 
BPK 
Diarahkan untuk menyelesaikan 
masalah yang ditemukan 
 
Ordinal 3 
Berorientasi pada tindakan nyata dan 
spesifik 
Ordinal 2 
Ditujukan kepada pihak yang 
mempunyai wewenang untuk 
bertindak 
Ordinal 1 
Dapat dilaksanakan Ordinal 2 
Apabila dilaksanakan, biayanya 
memadai 
Ordinal 1 
 
3.7 Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner. 
Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat bagian. Masing-
masing bagian mewakili masing-masing variabel. Terdapat 30 butir pernyataan. 
Jenis  pernyataan adalah tertutup, responden hanya memberi tanda tick mart (v) 
pada pilihan jawaban yang tersedia. 
52 
 
 
 
Sebelum digunakan sebagai instrumen penelitian, pada kuesioner terlebih 
dahulu dilakukan uji pendahuluan (pre test) untuk menguji validitas instrumen. 
Hasil uji pendahuluan ini menghasilkan 2 butir pernyataan yang tidak valid. 
Terhadap 2 butir pernyataan yang tidak valid tersebut dilakukan perubahan 
struktur dan redaksi pernyataan agar responden dapat memahami pernyataan 
dengan baik. 
Kuesioner dibuat dalam bentuk sederhana dengan pertanyaan-pertanyaan 
yang ringkas dan mudah dimengerti oleh responden. Pengukuran kuesioner 
menggunakan skala Likert 1 – 5, yaitu: 
1) Skala 1 mengindikasikan sangat tidak setuju; 
2) Skala 2 mengindikasikan tidak setuju; 
3) Skala 3 mengindikasikan setuju; 
4) Skala 4 mengindikasikan setuju; 
5) Skala 5 mengindikasikan sangat setuju. 
3.8 Analisis Data 
3.8.1 Statistik Deskriptif   
  Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan 
atau menggambarkan data yang telah dikumpul sebagaimana adanya tanpa 
bermaksud untuk menarik kesimpulan yang berlaku secara generalisasi. Dalam 
statistik deskriptif, hasil jawaban responden akan dideskripsikan menurut masing-
masing variabel penelitian.  
3.8.2  Uji Kualitas Data  
3.8.2.1. Uji Validitas  
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
kuesioner sebagai instrumen penelitian. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 
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pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 
diukur oleh kuesioner tersebut (Wijaya, 2012:119).  
Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode korelasi product 
moment pearson yang kemudian dibandingkan dengan r tabel. Apabila nilai 
korelasinya lebih besar dari r tabel, maka pernyataan tersebut dianggap valid. Jika 
nilai korelasinya lebih kecil dari nilai r tabel, maka pernyataan dianggap tidak valid 
dan harus dikeluarkan dari pengujian.  
3.8.2.2. Uji Reliabilitas  
Uji reliabilitas adalah alat ukur suatu kuesioner yang merupakan indikator 
dari variabel atau kontruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika 
jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah konsisten (dapat dipercaya) atau 
stabil dari waktu ke waktu (Wijaya, 2012:115).  
Pengukuran reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan pengukuran one shot. Satu konstruk atau variabel dikatakan 
reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha>0.60. 
3.8.3  Uji Asumsi Klasik   
Model regresi harus memenuhi beberapa asumsi yang disebut asumsi 
klasik untuk menghindari perolehan yang bias. Adapun uji asumsi klasik yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji  
heterokedasitas. 
3.8.3.1. Uji Normalitas  
Uji normalitas bertujuan untuk menguji adanya variabel pengganggu atau 
variabel residual dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah yang 
memiliki distribusi normal (Wijaya, 2012:132).  
Pengujian normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan analisis grafik. Pengambilan keputusan dengan analisis grafik 
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dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui grafik histogram dan normal PP 
Plot.  
3.8.3.2. Uji Multikolinieritas    
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji adanya korelasi antar variabel 
bebas (independen) dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya 
tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling 
berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal 
adalah variabel independen sama dengan nol (Wijaya. 2012:125).  
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah VIF (variance 
inflation factor) maupun nilai tolerance. Kedua ukuran tersebut menunjukkan 
setiap variabel independen yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya.  
Nilai yang menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai VIF = 10 atau 
sama dengan tolerance = 0,1. Penarikan keputusannya adalah apabila nilai VIF = 
10 atau angka tolerance = 0,1 maka Ho diterima atau dengan kata lain, bebas 
multikolinearitas.  
3.8.3.3. Uji Heteroskedastisitas  
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ketidaksamaan variance 
dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi. Jika 
variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 
homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi 
yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas 
(Wijaya, 2012:130).  
Gejala heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat dideteksi dengan 
melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot di sekitar nilai residual 
dan variabel dependen suatu penelitian. Jika terdapat pola tertentu maka telah 
terjadi gejala heteroskedastisitas. 
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3.8.4 Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi linier berganda (multiple regression) dilakukan untuk menguji 
pengaruh dua atau lebih variabel independen (explanatory) terhadap satu variabel 
dependen (Ghozali, 2013:8). Penulis menggunakan model regresi berganda 
dalam persamaan sebagai berikut: 
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 
Keterangan: 
Y = Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Pemeriksaan BPK 
α  =  konstanta. 
β1 =  koefisien regresi variabel bebas 1 
β2  =  koefisien regresi variabel bebas 2 
β3  =  koefisien regresi variabel bebas 3 
X1  =  variabel 1 
X2  =  variabel 2 
X3 = variabel 3 
variabel e  = variabel pengganggu 
Sementara itu, langkah-langkah untuk menguji pengaruh variabel independen 
terhadap variabel terikat, penulis melakukan uji koefisien determinasi (R2), uji 
simultan (uji F), dan uji parsial (uji t). 
1) Uji koefisien determinasi (R2) 
Pengujian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model 
dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi ini 
adalah antara nol dan satu (0 < R2 < 1). Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 
variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas. 
Nilai yang hampir mendekati satu berarti variabel-variabel independen 
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 
variabel independen. 
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2) Uji simultan (uji F) 
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 
simultan variabel-variabel independen terhadap variabel terikat. Kriteria pengujian 
yang digunakan adalah jika probability value (p value) lebih kecil dari 0,05, (p value 
< 0,05) maka Ha diterima dan jika lebih besar dari 0,05 (p value < 0,05) maka Ha 
ditolak.  
Pengujian ini juga dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan 
F tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel (F hitung > F tabel), maka Ha diterima. 
Artinya secara statistik data yang ada dapat membuktikan bahwa semua variabel 
independen (X1, X2, X3) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). Jika F hitung 
lebih kecil dari F tabel (F hitung < F tabel), maka Ha ditolak. Artinya secara statistik 
data yang ada dapat membuktikan bahwa semua variabel independen (X1, X2, X3) 
tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). 
3) Uji parsial (uji t) 
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 
independen terhadap variabel terikat. Kriteria pengujian yang digunakan adalah 
jika p value lebih kecil dari 0,05 (p value < 0,05), maka Ha diterima dan jika p value 
lebih besar dari 0,05 (p value > 0,05), maka Ha ditolak.
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BAB V 
 
PENUTUP 
 
 
 
 
5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 
1. Kegiatan pemantauan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan 
berpengaruh positif terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi 
temuan pemeriksaan BPK oleh Kementerian Keuangan.  
2. Penilaian kinerja dan kualitas rekomendasi pemeriksaan BPK tidak 
berpengaruh terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan 
pemeriksaan BPK oleh Kementerian Keuangan.  
3. Kegiatan pemantauan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, 
penilaian kinerja, dan kualitas rekomendasi pemeriksaan BPK secara 
simultan berpengaruh positif terhadap penyelesaian tindak lanjut 
rekomendasi temuan pemeriksaan BPK oleh Kementerian Keuangan. 
5.2 Saran  
Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut. 
1. Disarankan kepada Inspektorat Jenderal untuk lebih meningkatkan 
kegiatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK 
di lingkungan Kementerian Keuangan. 
2. Disarankan kepada unit-unit penanggung jawab tindak lanjut rekomendasi 
temuan pemeriksaan BPK baik pada tingkat eselon I maupun unit 
penanggung jawab di bawahnya agar memasukkan tindak lanjut 
rekomendasi temuan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan 
tertentu dalam penilaian kinerja. 
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5.3 Keterbatasan Penelitian  
Keterbatasan dalam penelitian dapat disebabkan oleh ambiguitas 
kuesioner yang menyebabkan respon yang berbeda dari responden dalam 
menjawab pertanyaan tersebut. Selain itu, tingkat kesungguhan responden dalam 
menjawab pertanyaaan dan memahami arti pentingnya penelitian juga berbeda, 
yang berdampak pada hasil pengolahan data kuesionernya. 
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Lampiran 2: Kuesioner 
KUESIONER 
            Nomor
: 
Dalam rangka penelitian akademis kami yang berjudul Faktor-Faktor yang 
Memengaruhi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan 
Pemeriksaan BPK di Lingkungan Kementerian Keuangan, mohon kesedian 
Bapak/Ibu/ Saudara/Saudari untuk mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini agar 
diisi mengenai kondisi atau fakta yang terjadi berdasarkan perspektif 
profesional sesuai dengan tugas dan fungsi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari.  
 
Karakteristik Responden: 
                
Usia : .............. tahun          
                
Jenis kelamin :   Pria   Wanita         
                
Pendidikan 
terakhir 
:   D III   S1/DIV   S2   S3     
                
Masa Kerja : .............. tahun          
                
Golongan :   I   II   III   IV      
                
Jabatan :   Pejabat Struktural Ket
: 
...................................
..................... 
                 
     Auditor            
                   
     Pelaksana            
                 
Petunjuk Pengisian: 
Pada daftar pernyataan dibawah ini, isilah dengan menggunakan tanda √ 
kondisi atau fakta yang sebenarnya terjadi menurut perspektif profesional 
anda  pada salah satu dari lima kolom yang tersedia di sebelah kanan 
dengan skala 1, 2, 3, 4, atau 5. Skala 1 - 5 tersebut menunjukkan arti: 
1 : Sangat Tidak Setuju (STS) 
2 : Tidak Setuju (TS) 
3 : Netral (N) 
4 : Setuju (S) 
5 : Sangat Setuju (SS) 
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Kegiatan Pemantauan Inspektorat Jenderal Kemenkeu 
NO PERNYATAAN 
STS TS N S SS 
1 2 3 4 5 
1 Inspektorat Jenderal Kementerian 
Keuangan (Itjen) memberikan batas waktu 
kepada unit penanggung jawab untuk 
merespon temuan dan rekomendasi 
pemeriksaan BPK. 
          
2 Itjen melakukan verifikasi terhadap 
tanggapan unit penanggung jawab temuan 
dan rekomendasi pemeriksaan BPK. 
          
3 Itjen telah melakukan kegiatan pemantauan 
yang cukup terhadap status tindak lanjut 
rekomendasi pemeriksaan BPK. 
          
4 Itjen telah melakukan proses komunikasi 
yang cukup terkait dengan tindakan unit 
penanggung jawab yang belum sesuai, 
termasuk mengasumsikan risiko apabila 
tindak lanjut atas rekomendasi BPK tidak 
dilakukan. 
     
5 Itjen telah mengarahkan penyelesaian 
tindak lanjut rekomendasi BPK kepada unit 
penanggung jawab yang sesuai. 
     
6 Itjen telah melakukan evaluasi yang tepat 
terhadap respon dan tindakan unit 
penanggung jawab terhadap rekomendasi 
pemeriksaan BPK sehingga unit 
penanggung jawab dapat menilai 
kecukupan tindakan. 
     
7 Itjen memfasilitasi pertemuan periodik unit 
penanggung jawab rekomendasi dengan 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 
     
8 Itjen melaporkan status perkembangan 
tindak lanjut rekomendasi BPK kepada 
Menteri keuangan dan/atau pimpinan unit 
eselon I. 
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Penilaian kinerja (IKU) 
NO PERNYATAAN 
STS TS N S SS 
1 2 3 4 5 
1 Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi 
pemeriksaan BPK telah dimasukkan 
sebagai unsur penilaian kinerja (IKU). 
          
2 Dimasukkannya penilaian kinerja (IKU) 
sesuai dan konsisten dengan sasaran 
strategis organisasi. 
          
3 Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi 
temuan pemeriksaan BPK mudah untuk 
diimplementasikan sebagai unsur 
penilaian kinerja (IKU). 
     
4 Penilaian kinerja (IKU) untuk penyelesaian 
tindak lanjut rekomendasi temuan audit 
BPK telah diterapkan sampai ke level unit 
terendah yang bertanggung jawab. 
          
5 Menurut Saya, dengan dimasukkan 
sebagai unsur penilaian kinerja, 
penyelesaian tindak lanjut rekomendasi 
temuan audit BPK dapat ditingkatkan 
dibandingkan dengan sebelum 
dimasukkan sebagai unsur penilaian 
kinerja. 
          
6 Target penyelesaian tindak lanjut 
rekomendasi temuan audit BPK dalam 
penilaian kinerja dapat dicapai setiap 
tahunnya. 
          
  
92 
 
 
 
Kualitas Rekomendasi Temuan Pemeriksaan BPK 
NO PERNYATAAN 
STS TS N S SS 
1 2 3 4 5 
1 Rekomendasi pemeriksaan BPK dapat 
membantu mengidentifikasi tindakan yang 
akan memperbaiki masalah yang 
teridentifikasi atau menyebabkan 
perbaikan yang signifikan. 
          
2 Rekomendasi pemeriksaan BPK 
memperhitungkan kendala hukum dan 
praktek yang tidak mungkin atau sulit 
dilakukan 
          
3 Rekomendasi pemeriksaan BPK 
mempertimbangkan keterbatasan realistis 
yang dihadapi, seperti keterbatasan 
keuangan. 
     
4 Rekomendasi pemeriksaan BPK telah 
dicantumkan dalam Laporan Hasil 
Pemeriksaaan secara jelas dan tidak 
menimbulkan makna ganda. 
          
5 Dalam rekomendasi pemeriksaan BPK 
telah dicantumkan tindakan spesifik yang 
harus dilakukan. 
          
6 Rekomendasi pemeriksaan BPK telah 
ditujukan kepada pihak yang berwenang 
dan bertanggung jawab menyelesaikan 
temuan. 
          
7 Rekomendasi pemeriksaan BPK dapat 
dipahami dan dijalankan oleh unit 
pengguna rekomendasi. 
     
8 Rekomendasi pemeriksaan BPK tidak 
bersifat aturan yang kaku sehingga unit 
penanggung jawab dapat leluasa 
menindaklanjuti sesuai dengan kelayakan 
dan kemampuan organisasi. 
     
9 Tingkat usaha dan biaya yang dibutuhkan 
untuk memperbaiki kondisi sesuai 
rekomendasi pemeriksaan BPK sebanding 
dengan manfaat yang didapatkan oleh 
organisasi. 
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Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Pemeriksaan 
BPK oleh Kementerian Keuangan. 
 
 
NO PERNYATAAN 
STS TS N S SS 
1 2 3 4 5 
1 Rekomendasi pemeriksaan BPK telah 
ditindaklanjuti oleh unit kerja penanggung 
jawab terkait. 
          
2 Capaian penyelesaian tindak lanjut 
rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah 
sesuai dengan target. 
          
3 Tindakan unit penanggung jawab tindak 
lanjut telah sesuai dengan rekomendasi 
BPK. 
          
4 Pimpinan instansi unit penanggung jawab 
mengambil langkah untuk menindaklanjuti 
rekomendasi dalam bentuk penyusunan 
rencana aksi atas setiap rekomendasi 
pemeriksaan BPK. 
     
5 Pimpinan instansi unit penanggung jawab 
dapat memastikan bahwa rencana aksi 
yang diambil bertujuan untuk memperbaiki 
penyebab terjadinya temuan. 
     
6 Unit penanggung jawab memberikan 
jawaban atau penjelasan tentang tindak 
lanjut hasil pemeriksaan selambat-
lambatnya 60 hari setelah laporan hasil 
pemeriksaan diterima. 
     
7 Unit Penanggung jawab memberikan 
penjelasan perkembangan status tindak 
lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK 
disertai data dan bukti pendukung kepada 
BPK, atasan, dan unit pemantau. 
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Lampiran 3: Data Hasil Kuesioner 
 
DATA HASIL KUESIONER 
 
 
1. Hasil Kuesioner Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan 
Pemeriksaan BPK oleh Kementerian Keuangan (Y) 
No. 
Pernyataan 
Total 
1 2 3 4 5 6 7 
1 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 29.00 
2 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 31.00 
3 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 28.00 
4 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 31.00 
5 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 27.00 
6 5.00 4.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 28.00 
7 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 25.00 
8 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 26.00 
9 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 26.00 
10 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 27.00 
11 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 25.00 
12 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 29.00 
13 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 30.00 
14 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 25.00 
15 4.00 5.00 3.00 4.00 2.00 5.00 5.00 28.00 
16 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 32.00 
17 5.00 5.00 4.00 2.00 4.00 4.00 4.00 28.00 
18 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 31.00 
19 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 26.00 
20 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 28.00 
21 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 26.00 
22 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 28.00 
23 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 29.00 
24 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 34.00 
25 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 27.00 
26 4.00 2.00 3.00 4.00 4.00 3.00 2.00 22.00 
27 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.00 4.00 27.00 
28 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 32.00 
29 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 28.00 
30 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 25.00 
31 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 29.00 
32 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 3.00 4.00 29.00 
33 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 24.00 
34 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 28.00 
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2. Hasil Kuesioner Variabel Kegiatan Pemantauan Inspektorat Jenderal 
Kementerian Keuangan  
No. 
Pernyataan 
Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 36.00 
2 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 
3 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 36.00 
4 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 
5 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 32.00 
6 2.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 3.00 32.00 
7 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 35.00 
8 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 36.00 
9 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 33.00 
10 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 33.00 
11 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 34.00 
12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 39.00 
13 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 38.00 
14 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 33.00 
15 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 36.00 
16 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 37.00 
17 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 2.00 31.00 
18 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 34.00 
19 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 33.00 
20 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 33.00 
21 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 36.00 
22 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 28.00 
23 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 35.00 
24 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 39.00 
25 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 34.00 
26 2.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 22.00 
27 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 36.00 
28 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 36.00 
29 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 34.00 
30 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 29.00 
31 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 30.00 
32 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 34.00 
33 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 29.00 
34 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 29.00 
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3. Hasil Kuesioner Variabel Penilaian kinerja (X2) 
No. 
Pernyataan 
Total 
1 2 3 4 5 6 
1 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 21.00 
2 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 27.00 
3 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 26.00 
4 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 28.00 
5 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 24.00 
6 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 28.00 
7 5.00 4.00 2.00 4.00 5.00 5.00 25.00 
8 5.00 5.00 3.00 3.00 4.00 4.00 24.00 
9 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 26.00 
10 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 24.00 
11 4.00 4.00 4.00 2.00 5.00 4.00 23.00 
12 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 28.00 
13 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 28.00 
14 4.00 4.00 2.00 3.00 4.00 3.00 20.00 
15 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 29.00 
16 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 24.00 
17 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 26.00 
18 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 22.00 
19 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 24.00 
20 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 26.00 
21 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 3.00 23.00 
22 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 24.00 
23 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 25.00 
24 2.00 5.00 2.00 2.00 5.00 4.00 20.00 
25 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 3.00 22.00 
26 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 22.00 
27 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 26.00 
28 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 28.00 
29 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 24.00 
30 4.00 4.00 4.00 2.00 5.00 4.00 23.00 
31 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 25.00 
32 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 28.00 
33 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 23.00 
34 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 27.00 
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4. Hasil Kuesioner Variabel Kualitas Rekomendasi Temuan Pemeriksaan 
BPK (X3) 
No. 
Pernyataan 
Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 25.00 
2 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 36.00 
3 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 34.00 
4 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 2.00 1.00 29.00 
5 4.00 2.00 2.00 4.00 3.00 4.00 2.00 3.00 2.00 26.00 
6 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 2.00 4.00 4.00 4.00 32.00 
7 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 21.00 
8 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 31.00 
9 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 34.00 
10 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 33.00 
11 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 26.00 
12 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 34.00 
13 3.00 2.00 2.00 4.00 2.00 3.00 4.00 1.00 3.00 24.00 
14 4.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 4.00 26.00 
15 3.00 2.00 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 19.00 
16 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 26.00 
17 4.00 4.00 2.00 4.00 2.00 4.00 2.00 1.00 2.00 25.00 
18 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 34.00 
19 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 3.00 2.00 25.00 
20 4.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 24.00 
21 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 28.00 
22 4.00 2.00 2.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 3.00 29.00 
23 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 29.00 
24 4.00 2.00 4.00 2.00 2.00 4.00 3.00 2.00 3.00 26.00 
25 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 34.00 
26 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 33.00 
27 5.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 34.00 
28 5.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 34.00 
29 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 34.00 
30 4.00 2.00 4.00 4.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 26.00 
31 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 24.00 
32 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 36.00 
33 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 29.00 
34 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 30.00 
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Lampiran 4: Output SPSS Uji Kualitas Data 
 
 
OUTPUT SPSS UJI KUALITAS DATA 
 
 
1. Uji Validitas 
a. Variabel Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan 
Pemeriksaaan BPK oleh Kementerian Keuangan (Y) 
 
 
99 
 
 
 
b. Variabel Kegiatan Pemantauan Inspektorat Jenderal Kementerian 
Keuangan (X1) 
 
  
100 
 
 
 
c. Variabel Penilaian Kinerja (X2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
101 
 
 
 
d. Variabel Kualitas Rekomendasi Pemeriksaan BPK (X3) 
 
 
102 
 
 
 
2. Uji Reliabilitas 
a. Variabel Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan 
Pemeriksaaan BPK oleh Kementerian Keuangan (Y) 
 
 
 
b. Variabel Kegiatan Pemantauan Inspektorat Jenderal 
Kementerian Keuangan (X1) 
 
 
 
c. Variabel Penilaian Kinerja (X2) 
 
 
 
d. Variabel Kualitas Rekomendasi Pemeriksaan BPK (X3) 
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Lampiran 5: Output SPSS Uji Asumsi Klasik 
 
 
OUTPUT SPSS UJI ASUMSI KLASIK 
 
1. Uji Normalitas 
 
 
104 
 
 
 
2. Uji Multikolinearitas 
 
 
3. Uji Heteroskedastitas 
 
 
 
 
105 
 
Lampiran 6: Output SPSS Analisis Regresi Linier Berganda 
 
 
OUTPUT SPSS Analisis Regresi Linier Berganda 
 
 
 
 
1. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
 
2. Uji Simultan (uji F) 
 
3. Uji Parsial (uji t) 
 
 
 
